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ABSTRAK

Wacana Politik Islam tentang Khilafah kembali muncul pada awal abad 20
disuarakan oleh Hizbut Tahrir suatu partai politik internasional yang berideologi
I[slam dan menjadikan Islam sebagai fikrah dan tharigah dalam semua program-
programenya.” Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjaweb
bagaimana "Konsep Khilafah Islamiyah dan Strategi Dakwah Islam Hizbut
Tahrir" dengan menggunakan data primer yaitu buku yang ditulis oleh
Tagiyuddin an-Nabhani dan buku-buku yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir serta
data sekunder yaitu buku-buku yang menunjang dalam pembahasan skripsi ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Konsep Khilafah Islam merupakan
konsep politik Islam yang memiliki legitimasi teologis sosiologis dan historis.
Konsep Khilafah telah ada sejak jaman sahabat seielah Rasulullah wafat yang
dalam sejarah Islam dikenal Khulafa'ur Rasyidin, masa Khulafa'ur rasyidin inilal
yang oleh sebagian para teoritisi politik Muslim dianggap sebagai prototype ideal
yang menggambarkan relasi Islam dengan negara. Menurut Hizbut Tahrir, dalam
sistem Khilafah yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan politik adalah
kedaulatan tertinggi milik Tuhan, sedangkan kekuasaan adalah milik umat,
sehingga tujuan kekuasaan adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan
segala perilaku kehidupan sosial politik haruslah diatur dan dikontrol oleh
hukum-1ukum Tuhan.

Dalam mewujudkan Daulah Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir memiliki
tiga tahapan dalam strategi dakwahnya yaitu, Marhalah 1atsqif, Marhalat Tafa'ul
daniiMarhalah i dstilamuli Hakong dalpbinin bukans pekerisan smudaliic Hizbut - Fahrir
seolah-olah menafikkan adanya pluralitas aliran polittk dan kalam di kalangan
internal umat Islam. Untuk itu guna menghindari eksklusivisme dan untuk
mengoptimalkan  tujuan  dakwah, maka Hizbut Tahrir perlu melakukan
senergis tas dalam kelompok Islam yang lain. Baik yang bergerak dalam bidang
pendidikan, ekonomi, politik kesejahteraan sosial sehingga ada titk temu dan
akhimya menjadi kebutuhan bersama dalan mewujudkan Khilafah [slamiyah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agame Islam adalah sebuah agama yang tidak hanya berisikan aspek
teologi dan etika moral semata, akan tetapi juga sistem hukum yang perlu
diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara historis, hal itu
telah dibuktikan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di mana
cita-cita tentang masyarakat dan negara dapat diimplementasikan tanpa ada
kesulitan. Suasana harmonis dan stabil yang terjadi menurut Ibn Taimiysh
disebabkan mereka lebih dekat kepada Nabi sehingga lebih kuat dalam
memegang keyakinan, sementara para pemimpinnya menunjukkan ketegasan
sikap dalam melaksanakan berbagai kewajiban "di samping terpercaya dalam
prilakunya.'

Ajaran-ajaran Al-Qur'an tentang sistem hukum dan politik lebih bersifat
moral universal-substansial, tidak pada tataran teknis operasional dikarenakan
dinamika perkembangan zaman yang terus berubah.

Hal ini dibuktikan pasca wafatnya Nabi SAW di mana beliau tidak pernah

menunjuk siapa penggantinya. Nabi juga tidak pernah menjelaskan bagaimana

'Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu taimivah. (Jakarta : Rineka
Cipta, 1994), 45.



mekanisme pengangkatan pemimpin setelah , beliau. Meskipun . demikian = Al-
Qur'an sebagai sumber hukum memberikan tiga kerangka acuan moral tentaag
persoa.an kepemimpinan dan pemilihannya yaitu: keadilan, musyawarah dan
kepatunan pada penguasa (ulil-al-amr) selama tidak kepada kedurhakaan.’ Oleh
sebab itu yang menjadi ukuran sebuah negara dalam Islam adalah apakah rasa
keadilan benar-benar sudah terwujud dan terasa didalamnya dan mempengaruhi
seluruh kehidupan masyarakat.’

Menurut A. Hasjmi, proses kelahiran negara Islam telah di mulai sejak
Muhammad menerima wahyu pertama di mana beliau mendapat perintah dari
Allah untuk mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembuyi. Tema dakwah Nabi
pada masa itu lebih berorientasi kepada pembinaan mental dan moral serta
penanaman niai-nilai ketauhidan. Sasaran dakwahA pertama kali adalah kalangan
terdekat Mubi seperti keluarga dan salmbat kepercayaannya. Dakwah sembunyi
ini berlangsung selama tiga tahun sampai Nabi mendapat perintah untuk
berdakwah secara terang-terangan. Sebagai akibat dari dakwah ini, Nabi
mendapat respon yang cukup keras dari lawan-lawan politiknya berupa
mtimidasi, teror, pembunuhan, penganiayaan, pemboikotan sosial dan ekonorii
kepada para pengikutnya menjadi surut kebelakang, bahkan jumlah pengikut

beliau vang terus-menerus bertambah terutama setelah terjadinya ikrar Bai'at al-

* Abu Zaarah, Aliran Politik dan Agidah >alam Islam, (Jakarta : Logos, 1996), 23.
* Ahmad Syafi’i Maarif, Sudi Tentang Percaturan Dalam Konstituante: Islam dan Masalah

Kenegaraan, (Jakarta : LP3ES, 1985), 16.



Aqgobah 1 dan 2 yaity berupa sumpah setia dari suku Aus dan Khazraj untuk setia
berjuaag dan membela bersama Nabi dalam mendakwahkan Islam.*

Seiring Jdengan jumlah pengikuf Nabi yang terus bertambah, meningkat pula
tekanan dan teror yang dilakukan oleh lawan-lawan politik beliau. Menghadapi
situasi seperii ini, Nabi mengambil sebuah keputusan politik yang cukup briliant
melakukan hijrah keluar yaitu ke Yatsrib. Di Yatsrib atau Madinahlah untuk
pertama kali lahir suatu komunitas Islam yang bebas dan inerdeka di bawah
pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekab
(Muhajirin) den pénduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah
mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Ansar). Di antara penduduk
Madinch terdepat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan
sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja
berhala. Unik mengatur kehidupan dan pola hubungan antara anggea
masyarakat yang sangat majemuk, Nabi membuat sebuah dokumen politik yarg
dikenal dengan istilah Piagam Madinah dan dianggap sebagai konstitusi atau
Undang-Undang Dasar Negara Islam yang pertama.’

UPersoalan képemimpirian  mulai muncul setelah Nabi meninggal. Para
sahabat berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menggantikan posist beliau
baik sebagai pemimpin spiritualitas kecgamaan maupun pemimpin keduniawian.

Masing-masing sahabat dari kalangan Anshor dan kaum Muhajirin merasa lebih

* A. Hasjmy, Di mana Letak Negara Islam, (Surabaya : Bina Ilmu, 1967), 44-46.
> Munawir Sicdzak, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : UI Press,
1993), 10.



berhak ; untuk ; menjadi  pengganti; beiiau _(Khalifah) . karena, mereka memil'ki
kontribust terhadap = dakwah penyebaran Islam. Begitu urgennya masalah
kekhalifahan ini sampai-sampai untuk pemakaman jenazah Rasulullah menjadi
mundur tiga mart bertkutnya. Setelah melalui musyawarah di antara para kabilah
dr Tsaqifah Bani Saidah maka disepakati Abu Bakar dipilih vntuk menggantikan
posisi Nabi. Terpilihnya Abu Bakar melalui musyawarah ini merupakan
pelaksanaan konsep syura pertama pasca wafatnya Nabi dan dianggap sebagai
dasar-dasar teeri politik Islam khususiya kalangan Sunni.®

Pada perkembangan selanjutnya, terpilih berturut-turut setelah Abu Bakar
adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses
pemilitan errpat khalifah meski dengan musyawarah, akan tetapi tidak sama satu
dengan lamrya. Abu Bakar terpihh melalm pemibihan langsung, Umar bmn
Khattab terpaih melalur penunjukan langsung dari Abu bakar, Utsman bin Affan
dipilih oleh Ahiul Hali wal Agdr (semacam dewan formatur) dan Ali bin Abi
Thalib diangkat melalm  pemilihan berdasarkan kesepakatan ummat. Empat
Khalifah pengganti setelah Nabt milah yang disebut dengan Khulafa' ar-Rasyidm
yang berartt mereka para wakil, pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk,
taat dan setiz kepada alaran-ajaran agama. Gelar Khulafa' ar-Kasyidin diberikan
berkaitan demgan kapasitas kepemimrpinan mefeka sebagat kepala negara

sekaligus kepala agama dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam dalam

°Ibid.. 21.



N

kehidupan, _sebagaimana. . dicontohkan, oleh ; Rasululllah, SAW. Sgjarah . juga
menca at berakhimya periodesasi empat khalifah juga tidak sama. Abu Bakar
berakl=r dengan meninggalnya beliau. Sementar Umar, Utsman dan Ali berakhir
dengar (tragrs mennggal karena dibunuh, Hal i juga menegaskan bahwa Islam
juga tidak nenjeléskan berapa lama seorang bisa menjabat khalifah dan
bagaimrana mekanisme untuk mengakhiri jabatan khalifah.

Mekan sme pemilihan yang tidak sama terhadap empat khalifah juga tidak
dijelaskannya secara lebih rinci (entang bagaimana sistem pemberhertian khalifah
membiktikan bahwa sistem politik Islam memberikan keluasaan untuk
menenmikan sendiri model yang lepaf sesuai dengan kondisi sosio grafis dan sosio
historis tamrpa harus meninggalkan prinsip moral universalnya. Meski
berlangsung - singkat vyaitu sekitar tiga puluh tahun yang ditandai dengan
keputusan untek menurunkan tahta atas nama Muawiyah oleh Hasan, akan tetapi
masalak Khulafa' ar-Rasyidin dianggap sebagai prototype pemerintahan paling
demokeatis urtik saat itu dengan ciri-ciri antara lain :

Pertama, pemilihan khalifah dilakukan oleh majelis syura dan berdasarkan
persetuuan wmum. Meskipun Umar ditunjuk oleh Abu Bakar, akan tetapt tetap
dengan persetyuan umum masyarakat. Pengangkatan Utsman dilakukan oleh
orang-crang yang ditunjuk khlaifah Umar (@hlul halli wal aqd) dan kemudian

disetuji oleh masyarakat umum di masjid Nabawi. Begitu juga dengan Ali

"Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (DREI), Ensiklopedi Islam. vol.3 (Jakarta : Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1993), 52.
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sebagai  khakfah,; Hal  ini., menunjukkan bahwa .institusi . Khilafah, adalah  jabatan
suct dan berwibawa sehingga seorang khalifah yang diangkat harus mendapat
persetujuan umum dan majelis syura.

Kedua, terikat oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi karena tugas beliau adalah
melaksanakan ketentuan-ketentuan dan memutuskan hukum berdasaikan Qur'an
dan Sunnah Rasul. Pada jaman Khulafa' ar-Rasyidin. Seorang khalifah di
samping sebagai kepala pemerintahen, juga menjadi pemimpin religi dan imam
masjid dalam sholat, panglima angkatan bersemjata dan hakim pada pengadilan
tinggl yang ‘memberikan putusan final pada setiap perkara-perkara yang ada.
Multifi ngsi ~dari posisi khalifah ini seringkali disebut sebagai kepemimpinan
politik dan relgius dalam Islam. Keterikatan khalifah terhadap Al-Qur'an dan As-
Sunnah setmgai sumber hukum tertinggi dalam memutuskaﬁ setiap persoalan
membukiikan bahwa di masa khalifah kedaulatan tertinggi di tangan Allah
sebagai pembtuat syara’. Hal ini seperti disampaikan saat pidato pertama kali Abu
Bakar yang menyerukan kepada rakyatnya untuk taat kepada beliau selama masth
dalam jalur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan permintaan kepada
rakyatnya umtuk selalu melakukan kontrol dan koreksi terhadap kebijakan-
kebijakannya yang dianggap menyimpang.®

Ketiga, kebebasan berpendapat di mana seorang khalifah bukanlah manusia

suci yang terbebas dari segala kesalahan dan kekeliruan. Setiap warga dioerikan

$Abul A'la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Atas Sejarah Pemerintahan Islar,
(Bandung : Mizan, 1996), 120-121



kebebasan . mengemukakan, pendapatnya. sebagai; kritik, dan  kontrol . terhadap
kekuasaan. “orum musyawarah tidak hanya dilakukan ditingkat elite dengan
kalangan dewan syura, tapi juga dengan rakyat bawah setiap kali sehabis sholat
lima waktu, semunggu sekali setelah selesai Jum'at dan pada level yang lebih luas
setiap hari raya haji ketika kaum muskmin dari selurub dunia berkumpul. Tatap
muka khalifah dengan rakyat sangat memungkinkan karena khalifah sangat
egaliter dalam kehidupannya, sederhana, tidak elitis dan cukup populis sehingga
dia tahu betul perselan yang dihadap rakyatnya sehari-hart.

Keempat, Baitul Mal sebagai kas negara tidak dianggap sebagai milk
pribadi khalifah, tapi merupakan harta milik publik yang segala pengeluarannya
hgrus dipertaaggungjawabkan kepada masyarakat luas. Para khalifah Abu Bakar,
Umar dan Ali hanya mengambil harta di Baitul Mal cukup untuk seorang saja,
tidak lebih dari gaji yang sudah ditetapkan. Sedangkan Utsman tidak pernah
mengambil sedikitpun dari harta Baitul Mal. Para khalifah beranggapan bahwa
jabatan  yang  dipegang  adalah  sebuah  amanah  yang  harus
dipertanggungjawabkan, bukan sebuah kesempatan untuk menumpuk harta,
memperkaya diri dan keluarganya.

fe[ima:, tegakhya supreinasi hukum yaitu segala sesuatu diputuskan
berdasarkan .hukum yang berlaku (rule of law). Pengadilan sebagai lembaga
tertingg. untux mencari keadilan benar-benar mandiri dan bebas dari intervensi
kekuasaan. Seorang khalifah sama kedudukannya dengan rak);at didepan hukum:.

Hal ini terbukti seperti pada masa khalifah Ali ketika berperkara dengan orang



Nagsrani tentang kasus baju_besi miliknya, karena khalifah tidak bisa, menunjukkan
bukti dan saksi kepemilikan, maka hakin tetap memenangkan orang Nasrani.’
Setelah berakhimya masa Khtiafa' ar-Rasyidin, ke«halifshan dipegang
Muaw yah bin Abi  Sufyan. Berbeca dengan empat kaalifah sebelumnya,
Muaw’yah mendapat jabatan khalifah tidak melalui proses musyawarah. Akan
tetapi <arena siasat muslihat pada waktu terjadinya tahkim antara khalifah Ali bin
Abi Thalib dengan Muawiyah dan berakhir dengan kemenangan Muawiyah dan
sesudamya tidak bisa lagi disebui masa Khulafa' ar-Rasyidin karena inekanisme
tidak melalui musyawarah tapi melalui turun temurun. Hal ini sesuai dengan

prediksi Rasulullah dalam sabdanya -

(’J’ﬁ“‘}));L‘i‘:’. \_)'A AQA}‘ \:J.L“
Dari Sakinah ja berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Khilafah Nubuwwah
akan berlangsung selama tiga puluh (ahun-tahun dan menjadi kerajaan.
Kemudian Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa  yang
dikehendaki”. (HR. Abu Dawud)™
Menurﬁt Munawir ~ Sjadzali, ada beberapa faktor obyektif yang
menyebabkaﬁ mengapa konsep musyawarah tidak bisa dilaksanakan pada saat

pemilihan khalifah Muawiyah di antaranya faktor geografis yang begitu luas,

sementara sarana transportasi dan konmunikasi masih sulit. Ketika Khulafa' ar-

*Majid Ali Khan, Sisi Hidup Para Khalifah Salch, (Surabaya : Risalah Gusti, 2800), 265-273.

“Imam Abu Dawud, Kitab Sunan Abu Dawud, Bab Khilafah, Hadis No.4028, Juz II, (Beirut :
Dar al-Kutub al-Iimiyah, 1996) dalam riwayat lain menggunakan istilah 'salasuna aamah’ yang
berarti tiga puluh tahun Imam Ahmad, Musnad Ahmad, vol.5, (Beirut | Dar al-Fikr, .995), 220-221.



Rasyidin, wilayah kekuasaan  Islam masih relatif sédikit dan tidak luas seperti
pada masa Muawiyah. Sementara itu penyebab pembangkangan Muawiyah
terhadap Ali bin Abi Thalib seolah ingin menegaskan bahwa jabatan khalifah
bukan monopoli kaum muslimat di Madinah, tapi juga menjadi hak bagi
komunitas Muslim di luar Madinah."

Daam sejarah sosial umat Islam éelanjutnya tercatat ada lima
periodesast  «ekhalifahan. Perrama, Masa Khalifah Daulah Umayyah yang
berpusat di Damsyik (41 H-127 H/661 M-744 M). Kedua, masa Khalifah
Abbasiyah yang berpusat di Baghdad (132 H-640 H/750 M-1240 M). Ketiga,
kekhalifahan Cordoba yang didirikan den berpusat di Spanyol (755 M-1236 M).
Kekhalifahan Cordoba ini didirikan oleh keturunan dinasti Umayvah yang
disingkirakan yaitu Abdurrahman bin Muawiyah dengan masa kekuasaan hampir
lima abad. Keempat, Khalifah Fatimiyah yang memerintah Mesir dan Afiika
Utara (910 M-1171 M). Kelima, Khalifah Granada (Qarnatah) yang didirikan
setelah jatuhnya keKhilafahan Cordoba (1238 M-1492 M). Keenam, Khalifah
Usmaniyah yang berpusat di Istambul Turki (1229 M-1876M).

Masa kekhalifahan di dunia Islam berakhir pada masa Daulah Usmaniyah
tahun .924" akibat sekulerisasi Kemal Attaturk yang menggantikannya menjadi

republik. Usaha-usaha untuk menghidupkan kembali keKhilafahan telah

" Sjadzali, Islam ..., 3s.

12 Pendapat lain nengatakan bahwa kehancuran Khilafah sebenamya terjadi 1258 yakni sesudah
penghancuran terhadap kekhalifahan Baghdad oleh bangsa Mongol, maka teori persatuan politik Islam
telah berakhir, lihat Bernard Lewis, Muslim Menemukan Eropa, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1988).

196.
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dilakukan, Umat Islam misalnya dalar; muktamar Khilafah di Caino tahun 1926,
kongres Khilafah di Mekkah tahun 1926 yang berpusat di Surabaya."

Dalam konteks gerakan Islam koatemporer akhir-akhii ini, wacana Khilafah
Islamiiyah kembali disuarakan oleh Hizbut Talirir yaitu suatu partai politik
berideologi Islam yang menyuarakan perlunya kembali umat Islam bersatu untuk
menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai solusi total dalam mengangkat harkat
martabat ka1 muslimin sedunia. Menurut Hizbut Tahrir, saat ini kondisi umat
[slam mengakami kemunduran dan keterbelakangan. Ada sebuah kontradiksi
antara [slam sebagai sebuah idealita dan kondisi umat Islam dalam sebuah realita,
kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam yang hidup di banyak negara-negara
Islam menjadi terkotak-kotak dengan pemikiran dan perasaan kaum muslimin
yang campur aduk dan bukan bersumber dari nilai-nilai Islam seperti rasa
fanatisme mnmezdhab. Semangat nasionalisme sempit yang membatasi kaum
muslirin pada sekat-sekat kedaerahan, sikap primordialisme yang berlebihan
sehingga kaur muslimin menjadi ‘tidak berdaya ketika berhadapan dengan kaum
kafir yang menyerang dan menghancurkan kekuatannya, meskipun mereka
méyoritas Islam.™

Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa kaum muslimin sekarang hidup
dalam Daarul kafir (negeri kafir), bukan Daarul Islam yaitu suatu negeri yang

menerapkan hakum Islam dan keamanan negara tersebut baik dalam neger

13 DREL, Ensiklopedi ...... 52. _
“ Hizbut Tahrir, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, Cet. T (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2001),
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iraipuimsiuaricnegeid «distangand kdom nmuslimms| Realitas c jugdic memiperlihatkan
bahwa kaum muslimin yang tersebar di berbagai negara menerapkan sistem
pemerintahan, sistem hukum, sistem ekonomi, serta sistem pendidikan yang tidak
bersumrber dari ajaran-ajaran [slam sehingga mereka tidak bisa dikatakan sebagai
masyatakat Islami. Kaum muslimin juga seringkali terjebak dengan slogan-slogan
dan pemikiran Barat seperti demokrasi, kebebasan, kedaulatan rakyat, sosialisme
yang tidak sesuai dengan ajaran Islam."

Hizbut Tahrir melihat itu semua sebagai akibat dari sebuah problem besar
utama umat Islam saat i yaitu tidak adanya sebuah daulah Islam yang kuat.
Daulah  Khilafah Islamiyah  sejak  keruntuhannya tahun 1924  menjadikan
hilangnya perwujudan ideologi Islam yang mewamai kehidupan kaum muslimin
dan ajaran Islam dan menjadi dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan
bermnegara. Oleh sebab itu  solusinya adalah ~ umat Islam harus kembeli
menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan
jalan menegakkan sistem Khilafah yaitu mengangkat seorang Khilafah untik
dibai'at, didengar dan dipatuhi oleh kaum muslimin selama ia menjalankan
kitabullah dan sunnah rasul-Nya. Setelah itu khalifah mengganti aturan dan
perundang-undangan kufur dengan aturan dan perundang-undangan Islam,

mengganti negeri-negeri kufur dengan darul Islam yang menyatakan seluruh

5 1bid.. 13.
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negeri Islam meniadi suatu negara di bawah, sebuah Khilafah, Tugas selanjutnya

menyeoarkan risalah Islam ini ke seluruh dunia dengan jihad dan dakwah.'®

B. Rumusan Masalah
Berkaitaa dengan judul diatas, untuk memudahkan dalam pemahaman dan
sistematika oembahasan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut :
| .Bagaimanakah Konsep Khilatah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir ?
2. Bagaimanakah Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir dalam

mewujudkan Khilafah Islamiyah ?

C. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul "Konsep Khilafah Islamivah dan Strategi Dakwah
Islam Menurut Hizbut Tahrir". Fokus pembahasannya mengenai pokok-pokok
pemikiran Hizbut Tahrir dalam persoalan Khilafah. Untuk menghindari
kesalahpahaman pada judul tersebut (interpretasi plural), penulis perli
menjelaskan erti kata dari istilah-istilah ini sesuai dengan kontcks yang scbenar-
benarnya.
Khilafah Islamiyah : Arti secara bahasa adalah wakil, pengganti yaitu suatu gelar

jabatan pemimpin keagamaan atau pemerintahan. Secara

1 1bid.
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terminologi, . ,makna __ Khilafah adalah ,  suatu . lembaga
pemerintahan dalalﬁ Islam dengan tujuan untuk menegakkan
syara' demi terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Oramg
yang menjabat disebut khalifah.'”

Strategi Dakwah Islam : Ilmu siasat untuk mencapai sesuatu maksud dengan
menyiarkan agama Iskam.” Jadi yang dimaksud di sini adalah
suatu cara yang dilakskan untuk menyiarkan ajaran Islam yang
sesungguhnya yakni dengan menegakkan Khilafah sebagai
pengatur dan mengurus semua persoalan umat.

Hizbut Tahri- : Suatu partai politik yang berlandaskan ideologi Islam yang
berdiri pada tahun 1953 M/1372 Hak yang diprakarsai oleh
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani di sebuah Mahkamah Banding
Yerussalem, di daerah Baitul IvIaqdis."9

Dari uraian di atas dapat disimpulkan suatu pengetahuan umum, bahwa
yang damaksud dengan Konsep Khilafah Islamiyah dan Strategi Dakwah [slam

Menurut Hizbut Tahrir dalaim skripsi imi adalah suatu gagasan atau pemukiran

tertinggi tentang bagaimana mengatur dan mengurus semua persoalan umat” oleh

negara dan Klxlafah sebagai pemegang kexuasaan tertinggi.

" DREL Fn:.iiopedi ..... 50.

W 1.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 965.
!9 Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.al-Islam.or.id, 11/12/2001.

? Abdul cadim Zaltum, Pemikiran Politik Islam, cet 11, (Bangil : Al-Izzah, 2004), 5.
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D. Tujlian Penelitias
Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan
kelulusan mencapai geiar Sarjana Strata Satu (S 1) di Fakuitas Ushuluddin
Jurusan Agqidah Filsafat IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun tujuan khusus
penelitian ini adalah:
1. Untuk mclgetéhui Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir.
2. Untuk mengetahui dan memahami Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut

Taarir dalam mewujudkan Khilafah Islamiyah.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah :
a. Pribadi :

Untuk _memberikan _pemahaman dan wawasan . kepada . penuiis _tentang

pemikiran dan siraiegi gerakan Islam  khususnya [lizbut Tahnr tentang

Kliulafah Islamiyai.

~

Untuk memberikan keluasan pandaigan tentang model dan strategi gerakan
poiitik Isiam lain sehingga akan memben'rul_c sikap dan poia pikir yang
toleran, nkiusif dan menghargai pluralisme yang ada.

b. Akademis :

i. Untuk memperkaya khazanah inteiektuaiitas khususnya tentang model, bentux

dan strategi gerakan politik Islam di Indonesia.
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2:ioiUntuk . kepentingan, petkembangan,; mit i pengetahuan - baiky; secara - teoritis
mawpun p-aktis.

¢c. Masyaraka :

Untuk memberikan pemahaman kepada masvarakat tentang pemikiran parte

politik Hizbut Tahrir tentang masalah Khilafah Islamivah dan strategi dakwahnya

sehingga tidak menimbulkan rasa curiga dan masvarakat bisa bersikap toleran

terhadad perbedaan yang ada.

F. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, masih terdapat perdebatan para ahli dalam memahami
konsep Khilaah (kepemimpinan) dalam Islam, hal itu sebenarnya tidak terlepas
dari spektrum politik dan latar belakamg historis umat Islam yang secara garis
besar mengikuti dua pola. vakni pola polittk Sunni dan pola politik Syi’ah,
meskipun setelah ada dua pola tersebut menutup kemungkinan timbul paham-
paham politi yang lam.

Dalam telaah pustaka. penulis telah banvak menemukan berbagai judu
yang membahas mengenai kepemimpinan, di antaranya adalah konsep
kepemimpinan menurut al-Mawardi vang ditulis oleh mahasiswa Fakultas
Syari'ah. Al-Mawardi menvatakan bahwa mengangkat seorang Khalifah adalah
wajib menurut syara' berdasarkan ijma’ para sahabat. Konsep imamah menurut
Syi’ah mahasiswa Fakultas Ushuluddia. Konsep kepemimpinan menurut Al-

Mawardi dan Ali Syart'ati.
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Dari sl dartipakin sekait bafiwaikajiani dnengendn skepemimpinann {Khilafah
atau dalam bahasa Syi'ah disebut sebagai Imamah merupakan kajian yang tak
pemah berhenti. Namun skripsi ini, penulis Iebih menitikberatkan pada
pentingnya penegakkan kembali Dawlah Khilafah Islamiyah yang pada jaman
dahulu Islam memperoieh masa ke ayaannya yang menurut Hizbut Tahrir
merupakan smatu kewajiban terbesar bagi umat Islam. Dari sinilah terdapat
pél'bedaall kajian yang dibahas oleh dalam skripsi ini dengan skripsi yang
sebelumnya.

Di antara kajian yang dapat dijadikan referensi adaiah apa yang ditulis oleh
Syaikh Tagiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Sistem Pemernntahan Isiam, fokis
kajian dalam buku tersebut membahas mengenai Khilafah (kepemimpinan) secara
nnci mulai darn pengangkatan Khalifah, Status wajibnya mengangkat khalifah,
tugas-tugas Klalifah, dan yang berhubungan dengan masaiah Khilafah.

Buku "Sistem Pemenntahan Islam Kkarya Taqgiyuddin an-Nabhani imi
merupakan buku yang menjadi dasar dakwah dan revolusinya yang berisi
mengenai pemrerintahan Islam dan buku biografi politik Taqiyuddin an-Nabhari,
didalamnya membahas mengenai latar belakang, perjuangannya serta pendidikan
politiknya, serta buku-buku lain yang ada hubungannya mengenai hal tersebut.

Buku-baxu tersebut telah membuka jalan bagi anggota Hizbut Tahrir untuk
lebih mulai mengkaji yang terkait dengan konsep Khilafah (kepemimpinan)
dalam perspektif Taqiyuddin an-Nabhani untuk menegakkan Khilafah Islamiyzh

di dunia.



G. Metode Pencitian
Metode merupakan suatu ciri yang dipergunakan untuk mencapai tujuan
dan maksud yang dikehendaki. Dalam skripsi i penulis menggunakan metode
scbagai berikat
1. Pengumpulan Data
Studi ini mumi penelitian kepustakaan (fibrary researchj. Adapun teknk
pengumpuicr  data adalah dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-
swnber dadd yang  ada, komuodian  diwcaikan  sceara  sislemiatis dan jelas,
kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan sesuai dengan kerangka
penel tiai.
a. Da a Primer
Yaitu sumber -utama yang berasal dan buku karangan Hizbui Tahbrr,
Tagiyuddin  an-Nabhani, dan Abdul Qadim Zallum, baik, tentang Khilafah
maup.n lainnya.
b. Daa Sekumder
Yaitu sumber pembaniu dari buku-buku Hizbut Tahnr tentang Kiulafah dan
2. Tekn k Pengolahain Data
Data yang diperoieh ditelaah dan dianalisa secara kuaiitatif dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut :
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Lditing o yaitw, oimengolah . kembali .semua.data, yang (dipsroleh, skejelasan
makna, kesesuaian satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman
kelompek data.

Organizing, yailu . menyuswl dan menganalisa untuk mensistematiskan
data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakai
sebeltu:‘nya.

Analizing, yaitu : melakukan analisis lanjutan terhadap hasil
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori, daiil dan

sebagainya hingga diperoleh simpulan-simpulan tertentu.

3. Teknik Analisa Data

Dalam perelitian kualitatif ini teknik anaiisa data lebih bersifai analisa isi

fconizni  analysis) ternadap data-data yang di dapai baik primer maupun

sekunder. Teknik analisa data yang digunakan meliputi :

L

Induktif : yakni di mulai dengan mengemukakan fakta-fakta, dalil-dalil
serta teari yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik generaiisasi pada
kasus yang lebih umum '

Deduktif : yakni memulai dengan mengungkapkan fakta-fakta yang bersifat
umum untuk kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.
Deskriptif :  vyakni suatu usaha untuk mendeskripsikan  dan

menginterprestasikan mengenai konsep Khilafah Islamiyah dan strategi

2! Sutrisno Hadi, MetodologiResearch. (Y ogyakarta : Andi Offset, 1993), 42.
2 Ibid., 43. ‘



dakwan Islammenurut Hizbut, Tahrir, sehingga dapat. diketahui seiauh mana

konsep Khilafah tersebut dalam aplikasinya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini sistematis dan lebih terarah penulis membagi

masing-masirg pembahasan menjadi lima bab dan tiap-tiap bab akan diuraikan

lagi menjadi sub bab. Untuk lebih jelas susunan tiap-tiap bab sebagai berikut :

BABI:

BAB II

Merupakan gambaran umum dasar penelitian yang berisi

Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil
Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian yang terdiri
Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisa

Data kemudian Sistematika Pembahasan.

- Memuat tentang Sejarah dan Pertumbuhan Hizbut Tahrir yang

.meliputi Latar Belakang, Tujuan Hizbut Tahrir, Keanggotazn

Hizbut Tahrir, Aktivitas Hizbut Tahrir, Tempat Aktivitas Hizbut

Tahrir, dan Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir.

BAB IlI : Memuat data penelitian yang berkenaan dengan Pemikiran Hizbut

BAB IV :

Tahrir tentang Khilafah Islamiyah, dan Strategi Dakwah Islam
Hizbut Tahrir dalam menegakkan Khilafah.
Memuat aplikasi tentang data penelitian yang dideskripsikan, guna

menjawab masalah penelitian, adapun aplikasinya adalah Konsep

19



BABV:

Islamiyah, . Menurut . Hizbut | Tahrir dan

Q

\}tl.at

20

&g Dakwah

Islam Menurut Hizbut Tahrir dalam mewujudkan Khiiafah

Islamiyah .

Penutup yaing memuat tentang Kesimpulan dan Saran.



BAR.I!
SEJARAH LAHIRNYA HIZBUT TAHRIR,

A. Latar Belakang Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berlandaskan ideologi Islam
yang berdiri pada tahun 1953 M/1372 H. Yang pertama kali muncul di negara-
negara Timu- tengah yang diprakarsai oleh seorang qodhi yang bermama Syekh
Taqiyuddin an-Nabhkani lahir di Haifa Palestina, jenjang pendidikannva pernah
kuliah di al-Azhar, Mesir dan Dari al-Ulum, Kairo. Pengalaman hidupnya pernah
menjaci hakim di Mahkamah Banding Baitul Maqdis (Yerussalem) dan Dosen di
beberapa kota di Palestina termasuk juga dosen di Islamic College, Amman
Yordania. Tgtapi sepeninggal Syekh Taqiyuddin pada tahun 1977, kepemimpinan
Hizbut Tahﬁ; diteruskan oleh Syekh Abdul Qodim Zallum, seorang ulama
kelahiran kota Khalli Palestina yang pemikiran-pemikirannya tidak hanya
berkeinbang di Tiniur Tengah saja tetapi juga telah menyebar ke seluruh dunia.
Dan gerakan ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an melalui KH. Abdullah
bin Nur dari Bogor.'

Dalam  perkembangannya, aktivitas Hizbut Tahrir banyak sekali
bersinggungan dengan kekuasaan negara setempat sehingga seringkali para
aktivis Hizbut Tahrir harus keluar inasuk penjara, bahkan mengalami ancamam

dan penyikasaan dari rezim yang berkuasa. Hal ini terbukti misalnya pada tahum

! Pusat Komunii-:asi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.al-Islam.or.id, 11/12/2001

21
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1969 , SyaikhicAhmad iPa'ur iseorang pemimpini Hizbuts -Tahrirdicabang s Yordania
ditangkap karena dituduh melakukan upaya percobaan kudeta yang gagal can
dijazuh hukvman mati meski kemudian dicabut kembali. Termasuk juga beberapa
tokoh Hizbut Tahrir seperti Ir. Abdu. Ghani Jabir Sulaiman, Dr. Sholahuddin
Muhanmad Hasan (keduanya tinggal di Austria), Abu Lihyah seorang Doktor
keturunan Palestina yang tinggal di Jerman Barat dan Alauddin Abdul Wahhab
Hajjaj yang ditangkap dan diajukan ke pengadilan oleh rezim Mesir tahun 1984
karena dituduh melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah yang sah.

Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik, bukan kelompok yang hanya
berdasarkan :pada kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga
pendidikan (axademis), dan bukan pula lembaga sosial. Ide-ide Islam menjadi
Jjiwa, 1ti sekaligus- menjadi rahasia kelangsungan kelompoknya. Di samping itu
Hizbut Tahrir melihat Islam bukanlah sekedar identitas kultural dan ritual, akan
tetapi ideologi yang mencakup siyasah wa daulah di mana ideologi dan sumber
hukem harus bersumber pada syari‘at Islam.’

Lahimya 4 gerakan Hizbut Tahrir merupakan reaksi atas tindakan dan
perilaku kaum muslimin yang melakukan kekufuran serta tercabik-cabiknya
kekuasaan Islem oleh kekuatan kufur yang dilancarkan oleh negara Barat den
Eropa yang ﬁqta bené kaum kafir. Semenjak perang dunia ke-1 dan ke-2, negeri

yang semula hidup dalam sistem dan xultur Islam mengalami aksi penduduken

2 WAMY, Gerakan Keagmaan dan Pemikiran; Akar Ideologis dan Penyebarannya, (Jakarta : al-

I'tisham, Cahaya Tauhid Umat, 2002), 89.
3 pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.al-Islam.or.id, 11/12/2001
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negara-negara; Barat, (Mulai- darijazirzh oArab, tanah, Afrika danikawasan Asia
Tenggara. Pendudukan mi tidak saja sebagai pengambil alih kekuasaan, namun
sebagai upaye meruntuhkan simbol kekuasaan kaum muslimin. Hal ini dibuktikan
denzan semakin gencamya negara-negara Barat dalam melancarkan paham dan
doktrin nasionalisme sebagai usaha menumbuhkan keloyalan mereka terhadap
tanch air daripada agamanya, schingga ikatan [slam yang semula mempersiapkan
umet dapat dipatalikan dengan doktrin nasionalisme.’

Untuk menghadapi hegemoni Barat lahirlah gerakan-gerakan Islam, baik
yang menamakan dirinya sebagai kelompok ‘atau partai, Namur sangat
disayangkw: kelompok maupun partai-partai ini sangat mudah dipatahkan oleh
Barat schingga gerakan ini menjadi tidak optimal.

Beranjak dari langkah perjuangan ideologis dan berbekal pengalaman

kegegalan sejumlah gerakan Islam, muncullah/ keinginan sebagian ulama' yang

dimotoi olen syekh Taqiyuddin an-Nabhani untuk mendirikan sebuah partai
Hizbut Tahrir sebagai gerakan vang meluruskan dan bertuyjuan membangkitkan
kembah kejayaan Islam dengan menegakkan kembali Khilafah [slamiyah.

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah:

— Oy Bl Oy by B A Osen Wl (S S
' O il a2l oy ST

srtinya © "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebaikan (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegch

4 Ibid.



dari vang . munkar., merekalah jorang-orang  vang beruntung, (vong akan.masuk
surgal”. (Q.S. Ali imren: 104)°

Hizbut Tahrir bermaksud menbangkitkan kembali umat Islam dari
kemerosotannya yang sangat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem
pertndang-uncangan dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari
kekwasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga
untuk membangun kembali Dauiah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga
urusan peme-intahan dapat dijalankan k;mbali sesuai dengan apa yang diturunkan
oleh Allan SWT.°
a. Keharusam Berdirinya Partai-Partai Politik Menurut Syara’

Berdirimya Hizbut Tahrir adalah upaya memenuhi seruan Allah Swt:

al oS S

Artinya : "(Dan) Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat”. (QS.
Ali Imron: 104)’

Di ‘dalam ayat ini Allah SWT telali” memerintahkan “kaum “Mushim™ agar di
antazn mereka ada suatu kelompok (jama'ah). Membentuk jama'ah di sini
ditunju<kan sekedar dengan adanya thalab (seruan dari Allah). Namun demikian,

terdapat garinah (indikasi) lain yang menunjukkan bahwa ajakan tersebut adalah

kewejiban. Iﬁipun diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

S Al Qur'zu.x, 3.104.
® Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis. Cet. I (Bogor : Pustaka

Thoriqul Izzah, 2002), 2-3.
’ Ibid
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Artinya : "Dari Hudzaifah bin al-Yaman dari Rasulullah SAW. bersabda :
Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya. Sungguh kalian (mempunyai dua
pilihan yaitu) melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah yang akan
mendatangkan siksa dari sisi-Nya yang akan menimpa kalian. Kemudian setelah
itu kalian berdo'a, maka (do'a) itu tidak akan dikabulkan". (Sunan Tirmidzi
no.2095)°

Hadis in1 sebagai salah satu garinah bahwa thalab tersebut adalah thalab
yang bersifat harus, dan perintah yang ada adalah wajib. Tentang jama'ah #u
harus berbentuk partai politik, maka dapat dilihat dari ayat di atas memerintahkan
kaum Muslim agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk
suatw jama'ah. Cakupan aktivitas jama'ah ini telah ditentukan (dibatasi), yaiwu
dakwah kepada Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan aktivitas inilah yang
menjadi bagian terpenting, yaitu mengewasi para penguasa serta mneyampaikan
nasehat kepadenya. Aktivitas seperti ini tergolong aktivitas politik. Demikian ayat
ini menunjukkan adanya kewajiban untuk mendirikan partai politik.

Akan tetapi ayat tersebut memberi batasan bahwa kelompok-kelompok tadi
harus berbentuk partai-partai Islam yaitu partai yang berasaskan aqidah Islam.

Partai yang mengambil dan menetapkaa ide-ide, hukum-hukum dan pemecahan

yang Islami. 74arigah (metoda) operasiomalnya adalah tharigah Rasulullah SAW.

8 Imam Tirmidzi, Terjemah Sunan Tirmidzi. Juz 11, 664.
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Qleh, karena itu. tidak | diperholehkan  kelompok-kelompeok | kaum. Muslim
berdiri di ates asas selain Islam, baik itu menyangkut fikrah maupun tharigahnya.
Alasamya karena hal itu perintah Allah SWT, di samping juga Islam adalah satu-
satumya mabda (ideologi) yang benar dan tepat di muka bumi ini. Islam adalah
mabda yang bersifat universal, sesdai dengan fitrah manusia dan dapat
memberikan pemecahan kepada manusia sebagaimana layaknya manusia. Oleh
karena itu Isam telah mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa gharizah
(nalwri) dan Agjar al-'udluwivah (kebutuhan jasmam') yaitu dengan mengatur
pemzcahan(pemenuhan)nya dengan tatanan yang benar, tidak mengekang dan
tidak pula melepaskannya sama sekali Gharizah yang satu tidak mendominasi
gharizah yang lain.”

b. Adaiya Sebab-Sebab Kemerosotan Jmat

Penyebab kemerosotan fatal yang dialami oleh umat ini adalah karena
sangat lemahnya kaum Muslim dalam memahami. dan melaksanakan Islam. Hal
mi diakibatkan oleh faktor-faktor yang mengaburkan fikrah beserta tharigahnya,
yang dialami sejak abad kedua Hijriyah sampai saai ini. Faktor-faktor tersebut
muncul karena beberapa hal, di antaranya yang paling menonjol:

1.) Transter flsafat-filsafat India, Persia dan Yunani, serta adanya upaya
sebagian kaum muslim untuk mengkompromikannya dengan Islam, meskipun

di antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar.

° Hizbut Tahrir, Mengenal ...... 3-5.
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2:) Ada-nya manipwlasi -ajaran ¢Islam ; eleh - orang-erang . yang smembenei - Islam,
berupa ide-ide atau hukum-hukum yang sebenarnya tidak bersumber dari
Islam, dengan tujuan merusak citra Islam dan menjauhkan kaum Muslim dari
[slam.

3.) Diabaikannya bahasa Arab dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam,
disusul  kemudian dengan dipisahkannya dari Islam pada abad ketujuh
Hij“iyah.. Padahal agama I[slam tidak mungkin dapat dipahami tanpa bahasa
Arab. Seperti yang tampak dalam pengambilan (istinbarh) hukum-hukum baru
terhadap berbagai peristiwa yang berkembang yang dilakukan dengan jalan
jjtihad. Hal ini tidak akan dapat dilakukan, tapa menggunakan bahasa Arab.

4.) Serangan miséionan's dan tsaqafah (kebudayaan asing), yang disusul dengan
serangan politis negara-negara kafir Barat yang berlangsung sejak abad ke-17
masehi, dengan tujuan untuk mengelihkan pandangan dan menjauhkan kaum
Muslimin dari Islam, yang berujung untuk menghancurkan Islam.

Hal ini sebenarnya tidaklah pantas dialami oleh umat I[slam, jikalau kaum
muslimin bena-—-benar menjalankan ajaran Islam secara total dan berkeyakinan
bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna, hal ini- dapat kita lihat pada masa
kejayaan Islam sebagai negara adidaya pada penerapan Khilafah Islamiyah.
Adanya kemerosotan  ini  akibat lemahnya kaum muslimin  (schingga
membelenggu dan menjerumuskan pemikiran mereka) dalam memahami dap

melaksanakan itu.
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Adapun sebab-sebab kegagalan. , selurubijirusaha ;cdaniisigerakan - untuk
membangkitkan kembali kaum Muslim atas dasar Islam karena beberapa faktor di
antaranya yaitu:

a.) Tidak ad:anya pemahaman yang rinci mengenai fitrah dari pihak-pihak yang
berupaya membangkitkan kembali umat. Mereka terpengaruh berbagai faktor
yang mengaburkan. Mereka telah menjadikan fakta (yang ada) sebagai
sumber pemikirannya, lalu dijadikannya sebagai sumber inspirasinya. Mereka
mencoba untuk mena'wilkan dan menafsirkan Islam yang tidak sesuai dengan
apa yang dikandung oleh nash (teks al-Quran dan sunnah), hingga pada
akhirmya disesuaikan dengan kondisi yang ada, kendati berlawanan dengan
Islam. Jadi tidak mengherankan apabila mereka selalu menyerukan slogan-
kebebasan, demokrasi, kapitalisme dan sosialisme. Mereka menganggap
bahwa hal itu berasal dari Islam, padahal semuanya itu sangat bertentangan.

b.) Tidak adanya kejelasan bagi mereka mengenai thariqah Islam dalam
menerapkan ide-ide dan hukum-hukum Islam dalam bentuk gambaran yang
jelas dan sempurna. Mereka menganggap bahwa kembalinya [slam dapat
ditempuh dengan cara membangun banyak masjid, menerbitkan buku-buk
[slam  atau dengan jalan mendirikan  organisasi-organisasi  sosial
kemasyarakatan, atau usaha koperasi yang Islami, atau hanya melalvi
pendidikan akhlak dan pembinaan individu ‘semata, tanpa memperhatikam
kebejatan masyarakat maupun cengkeraman ide-ide kufur berikut hukum dam

sistem perundang-undangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
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Padahal erbaikan, masyarakat; hanya.akan terwujud dengan; cara, meluruskan
kembali ide-ide, perasaan-perasaan serta aturan-aturan yang berlaku di
masyarakat. Meluruskan dan memperbaiki aspek ini akan inembawa kepada
perbaikal.i anggotanya, karena masyarakat bukan terdiri dari individu saja,

melainkan kumpulan individu berikut interaksinya. '’

B. Tujuan Hizbut Tahrir
Hizbut Tahrir adalah partai yang telah memahami dan menguasai fikro1;
melihat dengan jelas dakwahnya; memahami permasalahannya dan konsisten
dengan sirah Rasﬁlullah SAW, maka tujuan Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut :

a. Melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh
dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum Muslimin kembali hidup secara
Islami di Daarul Islam, dalam sebuah masyarakat Islami yang diliputi suasana
pemikiran dan perasaan Islami, serta diterapkan sistem dan hukum-hukum
Islam.

b. Membangkitkan kembali umat Islam dengan cara yang benar, yaitu dengan
pola berpkir cemerlang yang dibangun di atas agidah Islam dan berusaha
untuk memgembalikan masa kejayaan dan keemasan umat Islam sehingga
mampu mengambil alih kendali kepemimpinan dari negera-negara dan

bangsa-bangsa lain di dunia, sebagainana yang telah terjadi di masa lampau

1 Ibid., 10-13.



w
<

tatkala, dslam,; memimpin | danj memelihara Jurusan - kehidupan | sesuai -dengan
hukwn-lﬁicum Islam.

c. Mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dan memimpin umat dalam
bertarung melawan sistem kufur, berikut pemikiran-pemikirannya secara

menyeluruh, sehingga Islam dapat meliputi seluruh dunia. "’

C. Keanggotaan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir meneruna keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki
maupun wanta, tanpa memperhatikﬁn lagi apakah mereka keturunan Arab atau
bukan, berkudit putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir adalah partai untuk seiuruh
kaum Muslim dan menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam
serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, tanpa memandang
lagi ras, bangsa, warma kulit maupun madzhab mereka. Hizbut Tahrir meliihat
semuanya dari sudut pandang Islam."

Cara mengikat individu-individu di dalam Hizb adalah dengan memeluk
akidah Islam, matang dalam fsaqafah Hizb, mengambil dan menetapkan 1de-ide
serta pendapat Hizb. Dia sendirilah yang mengajukan dinnya menjadi anggota
Hizb, setelah sebelumnya teriibat dengan Hizb. Hal itu muncul ketika dakwah

telah berinte-aksi dengannya dan dia telah mengambil dan menetapkan ide-ide

"I Hizbut Tahrir, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, (Bogor : Pustaka Thoriqul 1zzah, 2001), 39-40.
> Hizbut lahrir, Mengenal ......, 21.
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serta persensi-persepsi; Hizb. Jadij ikatan yang menjalin, anggota Hizbut . Tahrir
adalah akidah Islam, dan tsaqafah Hizb yang lahir dari aiddah tadi.

Halqah-1alqah (pembinaan) wanita di dalam Hizb terpisah dengan halqah
laki-laki. Yang memimpin halqah-halqah wanita adalah para suami, muhrimnya

atau para wanita. "

D. Aktivitas Hizbut Tahrir

Aktivitas Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah untuk merubah kondisi
masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam, dengan merubah ide-ide yang
menjadi ide-ide Islam, sehingga akan menjadi opini umum di tengah-tengah
masyarakat, serta menjadi persepsf bagi mereka, yang akan mendorongnva untuk
merealisir dan mene;apkannya sesuai dengan tuntunan Islam."

Seluruh aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik, dimana
Hizb memperiatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan
syari. sebab, politik adalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai
dengan hukum-hukum dan pemecahan Islam.

Aktivitas yang bersifat politik ini tampak jelas di dalam mendidik dan
membina umat dengan tsaqafah Islam, melebumya dengan Islam,
membebaskanrya dari akidah yang rusak, pemikiran yang salah, serta persepsi

yang keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-

B Ibid., 21-22.
Y Ibid., 23.
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pandangan _ yang  kufur_ Aktivitas ﬁolitik ini;; juga, dalam, aspek  pergolakan
pemikiran {shira'ul fikriy) dan perjuangan politik (kifahu siyasiy).

Sedangkan perjuangan politiknya terlihat dari penentangannya terhadap
imperalis kafir, dalam rangka memerdekakan umat dari belenggu kekuasaannya,
membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya
baik yang berupa pemikiran, budaya politik, ekonomi maupun militer dari
seluruh negeri-negeri Islam."

Jadi akﬁvitas Hizbut Tahrir semuanya bersifat politik. baik di luar perkara
pemerintahan  ataupun yang menyangkut pemerintahan. Hizbut Tahrir
mengemban dakwah Islam tiada lain agar Islam dapat dilaksanakan dalam
kehidupan, sehingga akidah Islam menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan
perundang-undangan. Karena akidah Islam adalah akidah aqliyah dan akidah
siyasiyah yang melahirkan aturan yang dapat memecahkan problematika manusia
secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial

kemasyarakatan dan lain-lain. "

E. Tempat Aktivitas Hizbut Tahrir
Walaupun Islam adalah mabda yang bersifat universal, akan tetapi- menurut
metoda Islam-titik awal aktivitasnya tidak dilakukan di setiap negara. Memang

dakwah harus disampaikan ke seluruh_ dunia, hanya saja fokus aktivitas harus

S 1bid., 24.
1 Ibid., 25.
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ditetapkan __pada  satu__ atay . beberapa _negara,  sehingpa .. aktivitas __dapat
dikonsentrasikan pada tegaknya Daulah Islamiyah.

Hizbut Tahrir sebagai partai umat Islam di seluruh dunia menandaskan
bahwa tempat yang layak bagi pengembangan dakwah Islam adalah dunia secara
keseluruhan. Keberadaan negeri-negeri Arab yang menjadi bagian dari negeri-
negeri [slam percakapannya, menggunakan bahasa” Arab yang merupakan bahasa
Al-Qur'an dan as-sunnah dan menjadi bagian penting dalam Islam, serta termasuk
unsur pokok dalam tsaqafah Islam, maka negeri-negeri Arab menjadi tempat yang
lebih utama untuk memulai mengemban dakwah Islam ini.

Hizb telah muncul dan berkembang serta mengemban dakwahnya di
sebagian negeri-negeri Arab, kemudian mulai menyebar secara alami sehingga

aktivitasnya terdapat di banyak negeri Arab dan di negeri-negeri [slam lainnya.'’

F. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir
Hizbut Tahrir telah melakukan kajian, penelitian dan studi terhadap
kondisi umat, sejauh mana kemerosotan yang dialaminya. Kemudian
membandingkannya dengan kondiéi di masa Rasulullah saw, masa Khulafa' ar-
Rasyidin dan generasi tabi'n. Di samping itu dengan merujuk kembali sirah
R;asulullah dan tata cara mengemban dakwah beliau sejak permulaan dakwahnya

hingga keberhasilannya mendirikan Daulah Islamiyah di kota Madinah. Juga

YIbid.. 26-27.
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dengan nmempelajar- bagaimanad perjalanana hidupsibeliaw adic MadinahuiDanc temu
saja setelah merujuk kepada Kitabullah, Sunah Rasul-Nya serta [yma' sahabat dan
Qiyas, selam berpedoman pada ungkapan-ungkapan pendapat para sahabat,
tabi'in, imam-imam dari kalangan mujtahidin."®

Seteiah melakukan kajian aktivitas kajian tersebut secara menyeluruh,
Hizb memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum
yang berkaitan dengan fikrah dan tharigah. Semua ide, pendapat dan hukumnya
hanya berasal dari Islam. Tidak ada satupun yang bukan berasal dari Islam."
Adapun Tharigah Fikriyah Hizbut Tahrir adalah bersumber dari konsep Tauhid.
Yakni mengEsakan Allah dan meyakini sebagai Dzat pencipta tertinggi terhadap
dunia dan seisinya dan Dzat yang berhak disembah. Setiap manusia dalam
hidupnya harus mempunyai keyakinan transendental baik dalam interaksi dengan
sesama makhluk maupun dengan sang Khalig, Ja harus memiliki = keyakinan
bahwa seluruh aktivitas kehidupannya adalah berdimensi ibadah dengan tujuan
untuk mendekatkan diri dan mencari ridha-Nya, sehingga seluruh apa yang
dilakukan merupakan manifestasi dari perintah dan larangan-laranganNya.

Oleh sebab itu seluruh aktivitas yang dilakukan manusia dengan tujuan
untuk menjaga kemaslahatan masyarakat tidaklah ditentukan dan berasal dari diri
manusia, akan tetapi bersumber dari aturan-aturan Allah baik berupa perintah

maupw larangan-laranganNya. Aturan Allah tersebut bersifat tetap, tidak pernch

8 Ibid., 28.
¥ 1bid . 28-29.
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berubaly -atau ' pulicberkembang! Detnikian-jagal dengan tujuan isyara!lyaits -menjaga
akal, kehormatan, jiwa, pemilikan individu, agama dan keamanan negera
merupakan suatu tujuan yang tetap dan pasti. Untuk melaksanakan tujuan syara'
di atas, maka dibuat Audud (hukum-hukum yang batasan dan bentuk sanksinya
ditentukan olen Allah) dan uqubat (sanksi pidana). Melaksanakan tujuan syara' di
atas merupakan kewajiban bukan karena adanya kemaslahatan, tapi karena
merupakan perintah agama.

Meskipun dalam sejarah pemerntahan Khilafah. Juga ada sebagian masa
yang sangat duruk dalam penerapan Islam, tidak berarti Islam tidak pernah
diterapkan. Eizbut Tahrir menolak pendapat sebagian kalangan yang menjadikan
sejarah sebaga rujukan dalam pengambilan keputusan terhadap penetapan hukum
Islam. Menurut Hizbut Tahrir, ada dua hal yang harus digerlihatkan ketika kita
memproyeksikan penerapan Islam  dalam perspektif sejarah.  Taqgiyvuddin an-
Nabhani mengatakan :

Pertama, hendaknya kita tidak mengambil sejarah dari musuh-musth
Islam, terutama mereka yang sangat membenci Islam. Kita hanya mengambilnya
dari kalangan kaum muslimin setelah diseleksi secara kritis dan teliti, sehingga
kita tidak sampai memperoleh gambaran yang buruk. Kedua, kita tidak boleh
menggeneralisir masyarakat dari sejarah perorangan, atau menitikberatkan sejarah
hanya pada satu sisi dari sebuah masyarakat. Adalah keliru apabila kita
mengganbarkan masa pemerintahan Bani Umayyah dengan hanya memfokuskan

sejarah Yazid, misalnya. Atau, menggambarkan masa pemerintahan Bani Abbas
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Demikian pula kita tidak boleh mencap masyarakat pada masa pemerintahan Bani
Abbas dengan hanya membaca kitab Al-Aghani yang dikarang untuk
menceritakan tingkah laku para biduan, para pemabuk, penyair dan sastrawan;
atau dengan membaca buku-buku tashawwuf dan buku-buku sejenisnya. Sehingga
kita menyimpulkan bahwa nmasa itu adalah masa kefasikan dan kenistaan, atau
masa zuhud dan uzlah.*

Ide-ide, péndapat-péndapat, dan hukum-hukum yang telah dipilih dan
ditetapkannya telah dihimpun dalam berbagai buku dan selebaran. Semua itu telah
diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Berikut nama-nama buku yang telah
diterbitkan oleh Hizb:

1. Nizhamul Islam (Peraturan Hidup Islam).

2. Nizhamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam).

3. Nizhamul Iqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi Islam).

4. Nizhamul Ijtima'i fil Islam (Sistem pergaulan di dalam Islam).
5. At-Takattul al-Hizbiy (Pembentukan Partai Politik).

6. Mafahim Hizbut Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir).
7. Daulah al-Islamiyah (Negara Islam).

8. Syakhshiyah al-Islamiyah (Kepribadian Islam, tiga jilid).

? Tagiyuddin an-Nabhani, Peramran Hidup Islam, Cet. Il (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah,
2003), 75.
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9. .Matahiim S{va.viyah li. Hizhit Tahrir . (Pokok-pokok Pikiran  Politik Hizbut
Tahrir).

10. Nadlarat Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Pandangan Politik Hizbut Talyir).

11. Muqaddiénah ad-Dustur (Pengantar Undang-Undang Dasar Negara Islam).

12. Al-Khilafah (Sistem Khilafah).

13. Kaifa Hudimat al-Khilafah (Persekongkolan Meruntuhkan Kl_n'lafah).

14. Nizham al-"Uqubat (Sistem Sanksi).

15. Ahkam al- Bayyinat (Hukum Pembuktian).

16. Naqdlu al-Isytirakiyah al-Marksiyah (Kritik terhadap Sosialis Markis).

17. At-Tafkir (Membangun Pemikiran).

18. Sur'atu al-Badihah (Kecepatan Berfikir).

19. Fikru al-Islamiy (Pemikiran Islam).

20. Naqdlu an-Nadlariyatu al-lltizami  fi al-Qawanini  al-Gharbiyyah (kritik
Terhadap “eori Stipulasi Undang-Uncang Barat).

21. Nida Haar (Seruan Hizbut Tahrir untuk Umat Islam).

22. Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla (Politik Ekonomi yang Agung).

23. Al-amwal fi daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan di Negara Khilafah).

Di samping itu terdapat ribuan selebaran, boklet dan diktat yang

dikeluarkan F zbut Tahrir, baik menyangkut ide maupun politik.*'

2! Hizbut Tahrir, Mengenal ... 29-31.
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KONSEP KHILAFAH ISLAMIYAH DAN STRATEGI DAKWAH
ISLAM MENURUT HIZBUT TAHRIR

A. Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir
1. Urgensi Negara Khilafah

Menwrut  Hizbut Tahrir, gagasan tentang Khilafah menemukan
momentumnya dalam konteks global. Pertama, fenomena yang muncul dalam
globalisasi seiring dengan runtuhnya konsep negara bangsa (hation state)
sekarang ini. Kecenderungan yang ‘erjadi adalah adanya keinginan untuk
membentuk sistem global yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritorial.
Fenomena ini terlihat dari ditanda tanganinya perjanjian mastricht tahun 1992
yang memuat pokok-pokok penyatuan Eropa dalam empat hal, kesatuan moneter
dalam sebuah mata uang tunggal Euro, kesatuan kewarganegaraan, imigrasi dan
pemberian visa, poiitik luar hegen' dan keamanan bersama, pengadilan, keamanan
bersama dan urusan-urusan dalam negeri.'

Kedua, keruntuhan sistem ideologi-ideologi besar dunia, sosialisme dan
komunisme sudah masuk ke liang kuburnya karena ia dibangun atas dasar materi.
Komunisme dan sosialisme adalah buatan manusia yang kebenarannya bersifat
relatif dan realitas menunjukkan bahwa ia mampu bertahan selam kurang lebih 70

tahun. Keruntuhan komunisime dan sosialisme bukan karena glasnot dan

' MR. Kurnia, Menjadi Pembela Islam, Cet. IV (Bogor : al-Azhar Press, 2003), 148.
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nerestroika -Michael \Gorbachey, akan, tetapi karena, memang ideologs ifu -sudah
bangkrut dan tidak sesuai dengan sifat fitrah manusia. Sedangkan kapitalisme
sedang memasuki masa kehamcuran karena ideologi ini bertumpu kepada
kébebasan individu dalam bidang berpendapat, berusaha, beragama dan
bertingkah laku. Dalam kebebasan agama, sistem ini menganut ideologi sekuler
yvang memisahkan kehidupan agama dan kehidupan bernegara. Sedang dalam
sistem pere<onomiannya, ideologi kapitalis berpedoman kepada kebebasan
berusaha dan asas kemanfaatan sehingga yang terjadi adalah eksploitasi kekayaan
tanpa batas dan untuk kepentingan individu sehingga terjadi akumulasi kekayaan
yang mengafzn kepada konglomerasi. Akibatnya timbullah angka kekayaan yamg
mengarah képada konglomerasi. Akibatnya timbullah angka pengangguran
karena modal hanya dikuasai oleh sedikit orang, munculnya kesenjangan dan
kecemburuan sosial, inilah yang sekarang terjadi di negara-negara penganut
ideologi kapita isme.

Kehidupaﬁ [slam secara nyata mulai ditegakkan Rasulullah di Madinah
semenjak Rasulullah dan para sahabtnya berhijrah dari Makkah Al Mukarramah
ke kota itu Setelah beliau berpulang ke haribaan Allah, kehidupan umat Islam pun
ditegakkan oleh para sahabat di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar bin
Khathab, Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Tidak berhenti sampai di
sini. Puluhan khulafa dari kalangan Umawiyyin, Abbasiyah dan Utsmaniyym
terus melanjutkan kehidupan Islam. Dan  barulah berakhir sejak keruntuhan

Daulah Khilafah Islamiyah yang berpusa- di Turki, pada tanggal 3 Maret 1924, 77
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tahun  yang. lalu Setelah. itu. tidak jada; lagi, kehidupan Islam.  Yang ada hanyalah
kehidupan orang-orang Islam yang menerapkan aturan sebagiannya saja dan
meningggal<an sebagian lainnya.”

Sementara itu kondisi internal umat Islam pasca runtuhnya keKhalifahan
Utsmaniyah (1924) terpecah belah menjadi banyak negara dan mengalami krisis
yang berkepanjangan. Pada masa vtegaknya keKhalifahan, kekuasaan Islam
terbentang daci jazirah Arab, Syam, Irak, Turki, semenanjung Balkan sebagian
Asia Tengah, Afrika Bagian Utara, balkan sebagian Eropa Barat, Asia Tenggara
dan Selatar, terbelah-belah menjadi kurang lebih lima puluh kepingan wilayah
yang dikuasai oleh penjajah. Jazirah Arab, wilayah Syam, Irak Asia Selatan
dikuasai Inggsis, Afrika Bagian Utara dikuasai Perancis, demikian halnya aengan
wilayah lainnya. Kendati kemudian mulai tahun 40 hingga 60-an wilayah-wilayah
itu sati. per setu "merdeka" terbebas dari penjajahan, tapi pengaruh penjajah tetap
saja bercokol di wilayah-wilayah itu dalam bentuk penjajahan gaya baru
(ekonomi, sosial, politik, budaya, dan biologis) melalui para penguasa yang
menjadi boneka. Kaum muslimin pun, akhimya, terpecah-pecah dibelenggu oleh
batas teritorial nasionalisme masiig-masing. Sekalipun boleh jadi kaum muslimin
memiliki pe-asaan Ukhuwah Islamiyah, namun perasaan tersebut hanya berhenti

sebatas perasaan. Sikap persaudaraan yang diikat oleh iman tersebut tidak dapat

2 Ibid., 154.
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terealisasikanm ; untuk kaum muslimin, keselurvhan di, dunia_ karena dihalangi cleh
sikap politik dan kepentingan negara masing-masing,’ Firman Allah :
3501 O g gl )

Artinya:  "Sesungguhnya kaum mikminin itu bersaudara”. (QS. al-
Hujurat: 10)*

Di dalam negeri, kaum Muslimin yang sejak itu tinggal di berbagai negara
mengalami berbagai problema. Secara internasional, di berbagai wilayah tak
henti-hentinyia menjadi obyek jarahan, eksploitasi dan penindasan negara-negara
besar. Emas .di Indonesia diangkut ke amerika dan Kanada melalui Freeport,
minyak di negara-negara tefuk disedot melalui politik perdagangan yang culas
dan curang. Ternyata, semua ini bukanlah akhir peristiwa. Di bidang
kemanmsiaan, terjadi pembantaian kauma Muslimin di Palestina, Bosnia, Kosovo,
Maluku dar wilayah lainnya. Di bidang ekonomi, kaum Muslimin didikte tanpa
dapat memberikan perlawanan dalam penentuankebijakan-kebijakannya. Utang
luar negeri, persoalan perbankan, pergantian pejabat BUMN, subsidi listrik dan
BBM, bahkgn penentuan bea cukai immpor beras tidak lepas dari tekanan Barat
melalui IMF

Menegakkan Khilafah juga merupakan cermin dari rasa keimanan dan
ketundukan seorang hamba kepada semua perintah Allah dan segala larangan-

Nya seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

3 Ibid., 155.
* Al-Qur'an, 49:10.
* Kurnia, Menjadi ....., 156.
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Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul-Nya serta Ulil Amri (Khalifah dan aparatnya) di antara kamu. Kemudian
Jika kamu berlainan pendapat (berselisih) tentang sesuatu (yang menyangkul
pemerintahan), maka kembalikanlah ia kepada (hukum) Allah dan  Rasul”.
(OS.an-Nisa: 59)° :

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsimya bahwa yang dimaksud dengan ulil
amri pada ayat di atas adalah ulama' dan umara' dan ketaatan wajib diberikan oleh
umat Islam kepada umara' selama tidak diperintah kepada maksiat kepada Allah.
Menumnt Ibnm Katsir berdasarkan hadis dari niwayat Muslim bahwa ketaatan i‘u

harus diberikan kepada umara' meskipun itu kepada pemimpin yang berasal dari

budak Habsy berkulit hitam.’

2. Hukum Menegakkan Khilafah

Hl'Zb.Lt Tahrir berpandangan Wajib hukumnya menegakkan Daulah
Khilafal: Islamiyah. Beberapa dalil baik yang berupa ayat Al-Qur'an maupun
hadis Nabi serta beberapa pendapat ulama' yang menegaskan bahwa wajib
hukumnya menegakkan daulah Khilafah Islamiyah seperti firman Allah dalam.

surat al-Maidah ayat 48 :

SR e Belr Las qnel g8l B Vg b J 1 g oS

¢ Al-Qur'an, 4:59.
7 Ibn Katsir, Tafsir Qur'an al-Adziim. (Beirut : Maktab Dar al-Timiyah, t.t). 490.



Ariinya . “Maka hukumich, mereka dengan woa yang Allah turankan, dun
Janganiah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, meninggalkan kebenaran yang
telah datang kepadamu". (QS. al-Maidah: 48)*
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Artinya : "Dan hendakiah engkau hukumkan di aniara mereka dengan
apa yang telah Allah turunkan dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka.
Dan berhati-hatilah bahwa mereka memalingkan engkau dari apa yang Allah
turunkan kepadamu”. (QS. al-Maidah: 48)°

Ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum-
hukum Allah dalam segala bidang. Aqidah dan syari'ah, persoalan pribadi,
keluarga dan masyarakat, baik sistem sosial, politik, ekonomi dan Dbudaya
scwuanya dipeiintahkan Allah untuk diatur dengan aturan Islam. Dan ini tidak
mungkin teriaksana tanpa adanya kekuasaan. Padahal, kekuasaan terhadap
anggota masyarakat akan ada dengan adanya negara (daulah).

Berkéitan dengan kekuasaan tersebut, Allah mewajibkan kaum mushmin
untuk mentaati orang-orang yang memegang wewenang, yaitu penguasa.

oSae oV L8y g ) L gmdol g i) 1 gmbol gl gl

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul serta para penguasa di antara kalizi". {QS. an-Nisa':59)"

Perintah mentaati penguasa scbenarnya juga menunjukkain peritah

memiliki pemerintahan. Sebab, Allah tidak memerintahkan taat kepada sesuawi

® Al-Quran, 5:48.
7 Ibid.
¥ jbid.



vang, tudak ada. jadi. adanya penguasa daiam suaty daviail mepupakan Keiiaiusan.
Dan permtal Allah untuk mentaatt mereka adalah juga perintah Allah untuk
mengangkat mereka. Jelas lah, sekalipun tidak terdapat kata daulah di dalam al-
Quran, namum al-Quran memerintalikan kaum muslimin memiliki ulil amri yang
tercermin dengan adanya penguasa dalam suatu daulah.'!

Ayat ini sangat berkaitan dengan dua ayat pertama yaitu perintah untuk
memutuskan segala persoalan yang ada dengan hukum Allah dan hukum Allah
tidak bisa dilaksanakan kecuali ada institusi yang melaksanakan daii istitusi
yang memiliki kewenangan tersebut adalah negara karena kalau sebuah peraturan
atau hukum yang menyangkut hajat hidup vrang banyak dilakuikan oich imdividu-
individu bukaﬁ negara, maka yang terjadi adalah anarkhisme sosial (premanisme).

Maka. syarat sebuah negara adalah wajib sebagaimana wajibnya
melaksanakan nukum Allah secara total karena negara merupakan sarana untuk
imelaksanakan hukum Allah. Bahkau ditiai  darnn  ushui  figih, mengangket
Khalifah juga wajib. Dalam ushul figih dikenal kaidah yang disepakati para
ulama:

g_,.z-\)j.@.ém_ Y\ g_,o.-\jj\ ﬁvb

Artinya : "Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya
sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya".?

Sedangkan hadis Nabi sebagaiinara diwaliyukan dari Muslim:

! Kurnia, Menjadi ...... 162-164.
"2 Ibid., 168.
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' Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "siapa

saja yang melepas tangannya tanpa ada ketaatan kepada Allah, maka ia akan
bertemu Allah nanti pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah, siapa saja yang

mati, sedangkan tidak ada dipundaknya bai'at, maka matinya adalah mati
Jahiliyah”. (HR. Muslim)”’
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Artinga : "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "

Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu ibarat perisai, tempat orang-orang berpegang
dan berlindung dibelakangnya". (HR. Muslim)’?

Kedua hadis di atas menegaskan bahwa kita harus mengadakan bai‘ar
kepada Khalfah dan tidak boleh berlepas tangan dari bai'ar tersebut. Bahkan
urgensitas  pengangkatan  Khalifah merupakan perkara paling penting
sebagaimana yang terjadi pada awal pasca wafatnya Nabi. Para sahabat sibuk

¢
mencari dan memilih siapa Khalifah oengganti Nabi sehingga mengakibatkan

tertundanya perakaman jenazah Nabi.

Tepat sekali pernyataan Abu Abdul Fattah Ali Belhaj, tokoh FIS di
Aljazair, balwva menegakkan Khilafah adalah sebagai al-fardhu al akbar
(kewajiban terbesar) dan mengabaikannya disebut sebagai salah satu kaba'ir al-
itsm (kemaksiatan terbesar).” Para ulama' Islam salaf juga memandang bahwa

urusan penegakan Daulah Islamiyah melalui pengangkatan Khalifah merupakan

1% Imam Muslim, Shahih Muslim. juz 1I, Kitab Imarah, hadis No.3441, (Libanon: Dar al-Fikr al-

limiyah, 199), .35.
¥ Ibid., hadis no.3428. 132.
15 Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI), "Metode Menegakkan Khilafah" h.91 dalam al-Wa'ie

No.43(edisi khusus)/th.IV/1-31 Maret/2004.



46

perkara yang wajib. ada di dalam urusan kaum muslimin dan itu sudah terjadi
sejak zaman Rasulullah dan para sahabat karena memang sudah menjadi si-at
dasar manus a unn}k perlu adanya sebuah Khalifah sebagai pemegang kekuasaan
vang akan memberi keputusan terhadap segala persoalan di masyarakat dan
menjadi penengah dari terjadinya konflik sosial sebagaimana dimaksudkan Ibnu
Khaldun :

Selanjutnya jabatan "imam" adalah suatu kewajiban (keharusan). Para
sahabat dan tabi'in telah sependapat melalui ijjma' bahwa lembaga imamah wajib
menurut  hukum syari'at agama. Sewaktu Rasulullah wafat, para sahabat
mengambil tindakan membai'at Abu Bakar ra. dan mercka mempercayakan
pengawasan persoalan dan urusan mereka kepadanya. Demikian pula di masa-
masa berikuthya. Dalam zaman manapun rakyat tidak permah diserahkan kepada
anarkhi. Kesemuanya itu karena adanya ijma’ para sahabat dan tabi'in yang
menunjukkan wajibnya jabatan imam itu.

Adapula sebagian orang yang berpendapat bahwa kewajiban (jabatan
imamah) ditentukan oleh akal dan bahwa ijma' yang kebetulan ada itu hanya
menguatkan ketetapan akal saja dalam persoalan ini. Mereka mengatakan bahwa
yang membua- jabatan imam wajib menurut akal ialah perlunya manusia pada
suatu organsasi kemasyarakatan dan ketidakmungkinannya mereka hidup
sendiri-sendir ¢ Salahlisatusakibat dlogis udari corgadisasi-organisasi dtersebutsadalah
timbulnya pertikaian (ai-7anazu’) yang disebabkan oleh silang arah tujuan
pendapat. Selama tidak ada penguasa yang dapat mengendalikan perbedaan
pendapat, selama itu pula akan timbul keributan dan kekacauan, yang selanjutnya
akan mengakibatkan hancur dan musnahnya umat manusia. Padahal
terpeliharanya jenis manusia merupakan tujuan pokok syari'at agama.'®

Ibn Taimiyah menyatakan tujuan negara adalah untuk mengatur segala
urusan manusia dan mewujudkan tujuan agama dan dunia secara lebih sempurra
yaitu menciptakan kemaslahatan bersara seperti ditulis dalam kitab Majmu' al-

Fatwa.

1% Ibn Khaldun, Mugaddimah. penerjemah: Ahmadic Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), 98.
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Wajib  diketahui bahwa kekiasaan untuk mengatur urusan manusia
(wilayah amr an-naas) termasuk” salal, satu kewajiban agama terbesar. Bahkan
tanpa negara, urusan agama dan dunia tidak bisa ditegakkan. Kemaslahatan
manusia tidak akan sempurna kecuali dengan adanya interaksi di antara merexa
karena adanya kebutuhan satu sama lainnya. Sementara itu interaksi di antara
mereka tentu mengharuskan adanya pemimpin."”

Al-Mawardi  dalam  al-Ahkam  as-Sulthaniyah ~ menyatakan bahwa
mengangkat seorang Khalifah adalah wajib menurut syara' berdasarkan ijmra’
sahabat. Adapun tujuan dari pengangkatan Khalifah adalah untuk mengambil akih
peran kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia. Meskipun
menurut sebagian kelompok ada yang mengatakan bahwa urusan pengangkatan
Khalifah tidak ada hubungan dengan syara' dan juga akal, karena Khalifah hanya
bertugas mengurusi urusan-urusan agema. Dan akal juga tidak menganggap
Khalifah sebagai perkara ibadah, karena akal hanya memerintahkan manusia
untuk menjaga dirinya dari segala bentuk ketidakadilan. Akan tetapi agama
fsyaral)nanenegaskarn bahwa trusam itwsharus diserabhkan -kepadainstitustcyar g
berwenang dalam sebuah sistem aturan sosial yang ada.'® Bahkan al-Mawardi

menganggap wajibnya mengangkat Khalifah sebagai kewajiban yarg bersifat

fardhu Kifavah seperti halnya jihad dan mencari ilmu.

3. Tujyuan Khilafah

Merrurut Hizbut Talrir tujuan dart Khilafah Islamiyah adalah:

17 Ibn Taimiyah, »fajmu’ al-Fanwva, Juz. 28 (Libanan: Dar al-Kutub al-Timiyah, 1998), 390.
18 Imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthoniyah, Penerjemah: Fadli Bahri, (Jakarta : Darul Falah,

2001), 1.
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1..:Melanjutkan , kehidupan Islam  (isti'naf. hayat . al-Islam) dengan, menerapkan
dan memberlakukan hukum-hukum Islam ke seluruh dumia sebagai sebuah
risalah daxwah dan jihad."” Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai

' sebuah 1deologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang ada
hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena
itu daulal “slam harus tetap ada.

2. Melaksarakan syari'at Islam secara keseluruhan dan mendakwahkannya
keseluruh dunia dalam rangka mencapai tujuan dari segala tujuan yaitu
mardhatillah.”’

4. Bentuk Negara Khilafah |

Bentuk negara dalam pemerintahan Khilafah adalah kesatuan, bukan
federasi, sistem pemerintahannya bersifat sentralistis dalam kebijakan dan
desentralisasi dalam urusan administrasi. Menurut Abdul Qudun Zaliwn Nabi
memerintahker untuk membentuk negara kesatuan dengan menolak adanya

sistem perserikatan atau federasi sebagaimana dalam sabdanya :

3 5,0y oy Giko olllel Ll mly oy JB () 5 e e oo
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Artinya : "Dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda:
"siapa saja ingin memberikan bai'at kepada imam, hendaklah ia memberikan
uluran tangan (bai'atnya) dan buah hatinya, hendaklah ia tact sejauh

1 Tagiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintakan Islam, Penerjemah: M. Maghfur Wachid,

(Bangil: al-Izzah, 1996) , 17.
% Kumnia, Menjadi ....., 138.
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kemampuannya.  Apabila datang seseorang untuk mengambil kekuasaannya,
hendaklah ia penggal lehernya". (HR.Nasa'i)™

Dalam kesempatan lain Nabi bersabda :

Lages Y ).lzé\.'e

Artinya : "Duari Abu Su'id al-Khudry ia berkata, Rasululluh SAW
bersabda: "apabila dibai'at dua Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir".
(HR.Muslim)*

Maka hadis pertama di atas adalah larangan memecah belah keutuhan
negara, sebaliknya kita diperintahkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta
mencegah terjadinya perpecahan meskipun harus menggunakan kekerasan
(memenggal leher). Sedangkan hadis kedua larangan membagi negara menjadi
negara kecil=ecil sehingga muncul lebih dari satu pemimpin (Khilafah). Dengan
demikian bentuk pemerintahan dalam Islam adalah kesatuan, bukan federasi atau

perserikatan. Hadis kedua di atas juga menjelaskan bahwa pola kepemimpinan di

atas menganut pola kepemimpinan tunggal, bukan kolektif.

§. Mekanisme Pemilihan Khilafah
Allah SWT. telah menjadikan kekuasaan (sulthan) menjadi milik umat
dan menjadkan pengangkatan Khilafah menjadi  hak  bagi  seluruh  kaum

Muslimin, bukan hanya segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi

' Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i, (Beirut: Dar al-Fikr al-Iimiyah, t.t), 136.
* Imam Muslim, Shahih ....., 168.
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bai'at. hukumaya fardlu. bagi selurmh kaum Muslimin.>> _Konsep _ bai'at _pernah
dilakukan pada masa Khulafa' ar-Rasyidin meski dengan situasi dan jumlah yang
berbedz>! yarg berbeda akan tetapi memiliki kesamaan vaitu pemilihan Khalifah
dianggap sah jika representasi suara mavoritas kaum muslimin yang tercermin
dalam ahlul halli wal agdr bisa terwak li. Beberapa dalil tentang bai'at dari Al-

Qur'an antara lzin:

JFLs a8 B 3l (dab 3 ]
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Artinya ;- "Sesungguhnya Allah ridha terhadap orang-orang mukmin
ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon itu, maka Allah
mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, lalu Allah menurunkan
ketenangan atas mereka dan memberi balasan mercka dengan kemenangan yang
dekat". (QS.al-Fath:18)

Dalam satu riwayat Nabi bersabda :
P -'l\ :J\ - :’\ - (I A o 5 . . 4 \ 5 A \ .
A_AL_J.) (sj._sa.\) ,?.dox ”LOJM‘”\'-Q_I"JA Jb%g.j J""Ji)’:’k}, o
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Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "siapa
saja yang melepas tangannya tanpa ada ketaatan kepada Allah, maka ia akan
hertemu Allah nanti pada hari kiamat ‘anpa memiliki hujjah, siapa saja yang
mati, sedangran tidak ada dipundaknsa bhai'at, maka matinya adalah mati
Jahiliyah”. (HR. Muslim)®

2 An-Nabhani, Sistem Pemerintahan...... 79.
2 Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam. (Bangil: al-1zzah, 2002), 64.
* Imam Muslim, Shahih Muslim, juz 1L...., 179.
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Artinva : "Dari Abdullah bin Shamit ia berkata: "Kita telah membai'at
Rasulullah untuk ditaati dan didengar setiap perintahnyva baik senang maupun
susah. Dan kami tidak akan mengambil kekuasaaannva dan akan mengatakan
vang hak agimanapun kami berada, ticak takut dengan orang yang mencela”.

26
(HR.Bukhari)

Pada ayat pertama diatas memerintahkan tentang bai‘atul agabah yaitu
ikrar sumpah setia para sahabat untuk berjuang dan mendakwahkan ajaran-ajaran
[slam bersama Rasulullah. Sedangkan kedua hadis Nabi menegaskan tentang
wajibnya membai'at seorang khalifah untuk didengar dan ditaati perintahnya
bahkan Nabi menyebut orang vang tidak memiliki hai‘ar sebagai orang vang mati
dalam keadaen jahilivah. Ada beberape metode tentang pengangkatan Khalifah
vangh.eukupc.ipraktis . uidatam.id pembaiiatan ac Khalifah,uitergantungiiisituasi acdar
kondisinya dam ini pernah dilakukan oleh 2mpat Khulafa'ur Rasyidin antara lain :

Pertama, adanya sekelompok orang dari kalangan ahlul halli wal aqdi
atau mereka yang mencerminkan aspirasi suara mayoritas kaum muslimin —
setelah meninggalnya Khalifah — melakukan pencalonan terhadap seorang atau
beberapa yang dianggap memiliki kompetensi terhadap jabatan Khalifah. Setelah

itu merzka para ahlul halli wal aqdi dengan cara apapun baik melalui voting

maupun musyawarah untuk mufakat memiliki satu orang untuk diangkat sebaga.

2% {mam Bukhari, Shahih Bukhari. juz 4. (Beirut: Dari al-Fikri. 1995), hadis no.7199, 285.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
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Kha!ifah.ﬂ Setelah, mereka, memiliki; Khalifah, laly diadakan bailar, in'igad yaitu
bai'at peryerahan kekuasaan kepada Khalifah dan Khalifah harus ditaati dan
didengar segala perintah-perintahnya. Setelah terjadi bai'at in'igad, maka seluruh
kaum muslimin melakukan bai'at tha'at yaitu sumpah setia seluruh kaum
muslimin  untuk loyal kepada Khalifah terpilih, mendengar dan taat terhadap
segala perintah dan kebijakan yang diputuskan.

Kedua apabila seorang Khalifah sudah dekat masa ajalnya. Maka ia
melakukan rr;Lsyawaréh dengan kalangan ahlul halli wal aqdi, atau para tokoh
kaum muslimin untuk memilih siapa yang layak menjadi Khalifah
sepeninggalnya. Lalu kaum muslimin menyerahkan kewenangan kepada Khalifah
untuk memilib seseorang terbaik guna dipilih sebagai Mifm. Metode ini
pernah dipakai oleh Abu Bakar ketika dia diberi otoritas oleh umat untuk
menentukan penggantinya dan akhimya Abu Bakar meaunjuk Umar bin Khattab
dan umat membai'atnya. Meski Abu Bakar diberi kewenangan untuk memilth
pengganti, akan tetapi Abu bakar tidak melakukan kesewenag-wenangan
nelainkan me-akukan musyawarah dan meminta masukan dengan para sahaba -
sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lainnya
tentang siapa yang lebih tepat untuk dipilih sebagai Khalifah.?®

Ketiga, pengangkatan khalifah dengan memilih beberapa orang dari

kalangan ahlul halli wal qadi dalam sebuah dewan formatur untuk dipilih satu

*" an-Nabnani, Sistem Pemeriniahan ... 83.
Bzallam, Sistem ..., 89.
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orang. vang, :zyak sebagai Khalifah. Metode ini diterapkan oleh. Umar bin Khathzb
ketika menjelang wafatnya di mana beliau memilih enam orang vaitu Ali bin Abi
Thalib, Utsmaa bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubeir
bin Avwam, Thalhah bin Ubaidillah ditambah dengan Abdullah bin Umar yang
hanya memilih, tapi tidak ada hak untuk d-pilih.*
Keempat, kalangan kaum muslimin dan Ahlul halli wal aqdi meminta
~ seseorang yang layak diangkat_ sebagai Khalifah dan memintanya untuk bersedia
menjadi pemimpin kaum  muslimin. Metode ini pernah  dilaksanakan pasca
meninggalnya khalifah Utsman bin Affan dan terpilihnya Khalifah Ali bin Abi

Thalib. ™

6. Unsur danj Struktuf Kekuasaan

Bahw;asanya negara Islam yang pertama berdiri adalah di Madinah
dengan Nabi Muhammad sebagai kepala negara, telah kita maklumi bersama. Di
dalam praktek amaliahnya, Rasulullah menjadikan Al-Qur’an. sebagai pedoman
hidupnya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun pemerintahan. Beliau telah
memilih masyarakat [slam-yaitu masyarakat yang lahir dengan munculnya Islam,
kemudian meraih kekuasaan politis setelah peristiwa hijrah ke Madinah-sebagai

bentuk negaranyva yang bertumpu atas dasar ajaran-ajaran politis ini."

*Ibid. 91. U

* Ibid., 97.

T Abul A'la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan
Islam, (Bandung : Mizan, 1984), 93.



Sistcrﬁ. pemerintahan. yang_dianut_oleh, Nabi tidaklah mengikat sistcm
pemeriitahan yang lain yang dianut oleh para negarawan yang pernah terjadi
dalam sejarah. Namun sebuah sistem yang utuh dan baru yang langsung diajarkan
oleh Alah sebagai Khaliq melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau, baik
yang melalui derantara malaikat Jibril atau langsung kepada Nabi dan yang telah
terkandung dale.lm kitab suci Al-Qur'an. Jadi dalam mengatur sebuah
pemerintahan Nabi selalu berpijak kepada ajaran kitab suci Al-Qur'an.

Eksistensi Khilafah Islamiyah  akan nampak apabila ditopang oleh
beberapa prinsip-prinsip Khilafah dalam hal ini adalah pilar-pilar yang
menjadikan sistem pemcrintahan Islam cksistensinya tegak sistem Khilafah
Islamiyah dapat tegak di atas empat antara lain : **

1. Kedaulatan ditangan syara’

Dalam hal ini, Abul A'la al-Maududi menjelaskan, bahwa pemerintahan
yang benar adakah kedauiatan hukum tertinggi kepada Allah dan Rasul-Nya.*

Eksistensi negara adalali suaatu kebutuhan agama (a religius necessity)
artinya, negara Islam dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang
mendasarkan pada syari'at sebagai hukum tertinggi.**

Prinsip ini berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang

menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Sistem demokrasi dengan

32 an-Nabnani, Sistem Pemerintahan ...... 49,

¥ Maududi, Khilafah dax ........ 63. .

™ Khalid Forahim Jindan, 7eori Politik Islam :Telaah Kriris Ibn Taimivah Teniang Pemeriniahan
Islam, (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), 69.
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kedaulatan. . berada . ditangan . rakyat vang . berarti, . sakyat. . yang jmenangani, dan
mengendalikan aspirasinya.

Rakyat akan mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki dan akan
memberikan 13k penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja
yang mereka kehendaki.

Dalam kenyataannya, kata-kata "kedaulatan rakyat" seringkali menjadi
kata-kata kosoag karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi
hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, sedangkan
kendali pemerintahan sesungguhnya berada ditangan sekelompok kecil penguasa
yaﬁg menentvkan seluruh kebijaksanaan dasar negara. Sckelompok penguasa itu
bertindak atas nama rakyat, sekalipun sebagian pikiran dan tenaga yang mereka
kerahkan buken untuk rakyat, tetapi hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang
mereka pegang dan untuk mengamankan vasted interests mereka sendiri.”

Apa yang diajarkan oleh Abul A'la sebenarnya merupakan antitesa
terhadap demokrasi Barat sekular. Demokrasi Barat mengajarkan bahwa
kekuasaan mit ak untuk membuat legislasi dan penentuan nilai-nilai dan norma-
norma tingkaﬁ laku berada ditangan rakyat. Pembuatan hukum (law making
harus sesuai dengan selera dan opini publik rakyat. Tidak mustahil suatu ketika
tindakan-tindakan non manusiawi menjadi legal sepenuhnya bila opini publik

menuntutnya. Rila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, betapapun

* Maududi, Khilafah dan ...... 19-20.
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legislasi itu bertentangan dengan ajaran moral dan agama, maka legislasi itu harus
_ berjalan. Sebaliknya, suatu legislasi lain, betapapun benar dan adil, dapat
dibatalkan jika rakyat menghendakinya.*

Pandangan [slam menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan svara’,
bukan ditangan uminat, sehinggzi yang menangani dan yang mengendalikan
aspirasi individu adalah syara’. Aspirasi individu ditangani dan dikendalikan
berdasarkan perintah-perintah dan laraagan-larangan Allah sebagaimana firman
Allah dalam Al-Qur'an :

(Ve i el r'é"':’/"":"\""-!’ﬂ)‘"géé" O Y S, Db

Artinya: "Maka demi luhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka
perselisihkan .......". (QS. An-Nisa':65)°’

Al-Qur'an tidak menetapkan cara hidup tertentu untuk masyarakat
Muslin, akdﬁ tetapi‘ kaum muslimun diperintahkan untuk taat kepada Allah,
Rasulul ah dén. orang-orang yang berkuasa di antara mereka asalkan mengikuti
perintah-perin-zh Allah dan Rasulullah SAW. Turki menggunakan ayat tersebut
karena Turki joga menggunakan syari‘at Islam dalam bemegara.

2. Kekuasaan Ditangan Umat

Hal ini menyatakan bahwa umat telah menanamkan sistem Khilafah ini

sebagai "Khilasah yang adil benar-benar” atau "al-Khilafah ar-Rasyidah"*® Fakta

ini menjelaskan bahwa syara’ (clah menjadikan pengangkatan Khalitah dilakukan

* Ibid.. 23.
7 Al-Qur'an, 4:65.
* Maudwutdi, Khilagah dan ... I
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oleh umat_dam scorang Khalifah memiliki kekuasaan hanya melalui bai'at (janji
taat setia).”

Bai'at tersebut diberikan oleh <aum muslimin kepada Khalifah dan ini
berarti kaum mmuslimin yang sebenamya mengangkat Khalifah sebagai penguasa
atas dirt mereka. Ini terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, bahwa mereka telah
menjadi Khalifah dengan cara mengambil bai'at dari tangan umat dan bai'at itu
ailakuken di kota Madinah. Mercka tidak ada yang menjadi Khalifah kalau bukan
dengan oai'ar wmat yang diberikan kepada mereka.

3. Mengangkat satu Khilatah hukumnya tardlu bagi seluruh kaum muslimin.

Mengirgat bahwa Khilafah adalah jabatan pengganti kenabian yang
bertugas melan utkan pimpinan kerohanian dan kenegaraan, maka adanya jabatam
Khilafah itu nfutlak bagi kaum muslimin.

IIampfr semua mazhab dalam Islam sependapat bahwa Kepemimpinan
bagi umat Islam yang bernama Khalifah adalah wajib hukumnya, karena adanya
Imam adil yang bertugas menjalankan perintah Allah dan syari'at [slam di tengah-
tengah umat merupakan kewajiban utama kaum muslimin. Demikianlah pendapat
Ahlus Sunnah, Murji'ah, Syi’ah, khawarij, dan Mu'tazilah; dan segolongan kecil
Khawarij. Mereka itu berkata, bahwa adanya jabatan Khilatah tidaklah wajib
hukumnya; tidak menurut akal dan tidak pula menurut syariat. Yang wajib

menurut mereka, yaitu melaksanakan Fukum syari'at. Apabila umat semuanya

* A. Hasjmy, Dimana Leiak Negara islam, (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), 176.
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telah, sepakat untuk menjalankan_keadilan dan melaksanakan hukum, Allah, maka
tidak perlu lagi kepada Imam dan tidek wajib pengangkatannya, hanya harus.*
Sebagamana frman Allah SW'T

Artinya : "Hai orang-orang yang berimon taatilah Allah dan taatilah

- Rasul-Nya serta Ulil Amri di antara kamu." (QS. An-Nisa':59)"

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Ulii Amri dan
sekalian mewujudkannya. Dijelaskan pula dalil as-Sunnah yaitu dari sabca
Rasululah SAW yang artinya : "Barang siapa yang meninggalkan dunia (mati)
sedangkan dipundaknya tidak ada bai'at maka matinya seperti jahiliyah".

Kamal bin Abu Sharif menegeskan bahwa tidak boleh diangkat imam
lebih dari satu orang, karena sabda Rasulullah, "Apabila telah diangkat dua orang
Khalifah, ma)cc bunuhlah orang yang terakhir". (HR. Muslim)*

Bennk makna yang dapat diambil sebagai dalil melalui hadis ini bahwa
Rasulul ah telah mewajibkan kepada kawn muslimin agar di atas pundaknya ada
bai'at kepada seseorang Khalifah. Islam telah menetapkan tentang wajibnya
adanya satu orang Khalifah. Dan itu dtegaskan oleh al-Mawardi bahwa "Tidak

boleh ada dua imam dalam masa satu waktu" ™

30.

* Hasjmy, Dimaa ...... 156-157.

‘' Al-Qur'an, 4:59.

*2 Abbas, Pilihan hadis ...... 226.

* Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthonivah. Peneriemah: Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000),
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Dari peberapa hadis_jni, menjelaskan bahwa, dengan tegas kaum muslimin
tidak diperbolehkan memiliki Khalifah lebih dari satu orang.

4. Khilafah berhak melakukan adopsi terhadap hukum-hukum syara'.

Adapan  pelaksanaan kebanyakan hukum syara’ (syari'at) sangat
tergantung paca Khalifah. Karena itu, adanya jabatan Khalifah menjadi syarat

- mutlak bagi pelaksanaan syari'at [slam.

Menjalankan hukum syara’ ini, berarti memenuhi kebutuhan umat baik
pengaturan. kepentingan sebagai hamba Allah maupun kepentingan pribadi,
kepentingan tata susila, pengaturan kemasyarakatan, kepentingan ekonomi,
kepentingan perjuangan atau kepentingan perang _dan politik semua itu dalam
rangka menciptakan pengaturan umat, baik ke dalam maupun ke luar. Dengan
diaturnya carc menjalankan syari'at dalam berbagai segi itu berarti hukum syari'at
akan menjadi tegak, tak terkalahkan oleh yang lain.*

Seperti halnya bahwa pengangkatan imam/Khalifah mencegah bencana,
sedangkan mencegah bencana wajib hukumnya menurut syara’, apalagi
pengangkatan ‘mam/Khalifah itu juga mendatangkan manfaat bagi umat. Hal itu
jelas, bahwa tujuan pencipta syariat (Allah) dengan mengadakan hukum
muamalat, munakahat, jihad, hudud den sebagainya adalah untuk kemaslahatan

makhluk (mnal).45

* Qayid Sabiq, Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam, (Jakarta : PT. Internusa, 1981), 169.
¥ John J. Donchue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-
Masalah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 52.
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Tagiyuddin;an-Nabhani; menyebutkan. bahwa; Daulah, Islam, berdiri . di. atas
delapa. struktur (perangkat), yaitu :
1. Khalifah (Kepala Negara).
2. Mu'awin Tafwidh (Pembantu Khalifah dalam bidang Pemerintahan).
3. Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah dalam bidang Administrasi).
4. Amirul Jikud (Panglima Perang).
5. Wali (Pimpinan Daerah).
6. Qadli (Hakim).

7. Mashalih Daulah (Departemen Negara).

o

Mayelis Umar (Lembaga Wakil Rakyat)."

Dari pernyataan Tagiyuddin an-Nabhani bahwa strukiur dalam Khilafah
Islamiyah itu menggunakan frias politika yang dalam struktur tersebut ada
lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. 7rias Politika merupakan anggapan
bahwa kekuasaan mnegara terdiri dari tiga macam sebagaimana pertama,
kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang. Kedua, kekuasaan
eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang. Ketiga, kekuasaam
yudikatif atau kekuasaan mengadili atau pelanggaran Undang-Undang. ¥’

Khalifah sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi.
Khalifaa dipilih oleh majehs Umat melalu bai'ar. Adapun tugas dan kewenangan

(hak prerogatif) khalifah adalah:

231.

* an-Nabhani, Siswem Pemerintahan ... 57.
*" Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Iimu Politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), 173-
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Khalifah. berhak  Mengadopsi, hukum-hukum ,syara’, untuk , menjadi  Undang-
Undang resmi negara.

Khalifah bertanggung jawab terhadap segala urusan politik umat Islam bak
dalam negara maupuii luar negeri. Termasuk juga tanggung jawab Khalifah
untuk mengumumkan keadaan perang, gencatan senjata dan mengadakan
perjanjian-verjanjian dengan negara lain.

Khalifah berhak mengangkat, memberhentikan, menerima dan menolak duta-
duta luar megeri maupun dalam negeri yang akan ditempatkan.

Khalifah berhak menentukan dan memilih par.a mu'awwin untuk membantu
tugas-tuges kenegaraannya. la juga berhak menentukan wali-wali yang ada di
Provinsi-Provinsi yang menjadi wilayah kekuasaannya.

Khalifah berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan
(qadli qudlat), Dirjen-dirjen Departemen, Panglima Perang, Kepala Staf serta
para Komendan yang membawa panji-panjinya. Mereka semua bertanggung
Jawab kepada Khalifah, tidak kepada majelis Ummat.

Khalifah berhak mengadopsi hukum syara’ dalam rangka menjalankan tugas-
tugas kenegaraannya. Dengan mengadopsi hukum-hukum syara’ tersebut, dia
menyusun anggaran belanja negara dan menentukan rincian pengeluaran dan

4
pemasukaa.®®

W Zailum, Siscem ... 108-109.
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Muavewin | Dafwidhc atau o Wazir adalahd wakil i Khalifah ddalam imembantu
tugas-tugas pemerintahan. Aduawwin Tafwidh i dipilih oleh Khalifah untuk
mewacilinya dalam urusan-urusan keregaraan dan dimintai pendapatnya dalam
membuat seouah keputusan politik maupun kebijakan publik dengan ijtihadnya
berdasarkan hukum-hukum syara’ Keberadaan Muawwin Tafwidh atau Wazir ini
pada masa Rasulullah diwakili oleh sakabat Abu Bakar dan Umar ra berdasarkan

hadis riwayat at-Tirmidzi bahwa Rasululah bersabda :

J_»oﬁj__a)jd\!\@.ﬂ‘ ol I(v-*l-ﬂ h sy JB (5 03 dmns o
o romd el ol (655l o N ol e 01y sl ol

(e Ay ).«ijg.-)ab ub_)y‘ J.M N L_S‘):!_}j LA\) J._f \g:"_}
Artinya @ "Dari Abu Sa'id al-Khudry ia berkata Rasululah SAW hersabda:
"Tidak ada pada Nabi kecuali ada padanya dua pembantu dari penduduk langit
dan dua pendamping dari penduduk bumi. Adapun dua pembantuku dari
penduduk langit adalah Jibril dan Mika'il, sedangkan dua pembaniky dari
pendudhik bumi adalah Ahu Bakavidan Umar!: (HRs Tirmidzi) T
Muawwin Tafwidh wajib melaporkan segala sesuatu yang telah
diputuskan, apa yang telah dilakukan terkait tentang penugasan wali dan pejabat.
Muawwvin Tafwidh tidak terikat dengan salah satu departemen, tetapi semua badan
administrasi megara. Syarat-syarat Muawwin Tafwidh adalah laki-laki, Muslim,
baligh, berakal dan memiliki kemampuan (kompetensi) terkait dengan tugas

dibidangnya.

* Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Kitab al-Managib, hadis 3613, 237.
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Muawwin . Tanfidz yaitn, pembantu Khalifah dalam tugas-tugas
kesekretariatan dan Dbersifat operasiomal (protokoler kenegaraan). Jadi tugas
Muawvin 721z1fidz bersifat administratif, tidak terkait dari kebijakan maupun
keputusan yéilg bersifat politik. Instansi Muawwin Tanfidz adalah pemberi
layanan administrasi kepada Khalifah baik bersifat ke dalam (Khalifah dengan
rakyatnya) maupun keluar Khalifah dengan negara lain. éeorang Muawwin
Tanfidz harus memberikan laporan kepada Khalifah terhadap tugas-tugas yang
dilaksanzakan.

Syarat seorang Muawwin Tanfidz harus seorang laki-laki karena dia
dituntut untuk selalu dekat dengan Khalifah (pasal 29). Seorang Muawwin
Tanfidz juga harus seorang Muslim karena dia merupakan orang kepercayaan
Khalifsh yang mengetahui banyak rahasia-rahasia negara, sehingga
dikhawatirkan kalau dia bukan orang Muslim, akan terjadi kebocoran terhadep
rahasia negare. Al-Qur'an juga melarang orang Muslim untuk memilih orarg

keperceyaannya di luar non Muslim seperi firmannya :

el 3 5 Y| —— r&)ﬁ.f}) vﬁijs oo By | gdses Vel A1 Ll

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil
teman kepercayaanmu orang-orang di luar kelanganmu (karena) mereka tidak
henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimi:. Mereka menyukai apa yang
menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka ..... " (QS. Ali
Imron: 118)”

30 Al-Quran, 3:118.
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Tugas-tugas;, vang, - harus,; dilakukan oleh  Anawwin . Tanfidz . dalam

pelayanan ad ministrasi kepada Khalifah meliputi empat bidang:

—

Perangkat negara (qjhizatu! daulah).

2. Angkatan Bersenjata (Jaizy).
3. Rakyat (Unmai).

4. Urusag-urusan kenegaraan (Syu'un dauliyah).”

Amirul jihad adalah pembantu Khalifah yang mengurusi bidang luar
negeri, bidang pertahanan termasuk didalamnya departemen perang, bidarg
keamaman dalam negeri dan bidang perindustrian. Disebut Amir Jihad karena
keempat bidamg di atas berkaitan langsung dengan masalah jihad dan jihad itu

merupakan metode (tharigah) operasional untuk mengemban dakwah Islam ke

luar negeri. Tugas dan wewenang .4mirul Jihad terhadap empat bidang adalah:

-

Bigang Iuar negeri mengatur urusan luar negeri yang berhubunpgan dengan

negara-negara dalam segala bidang (pasal 52).

&

Bidang peperangan mengatur - urusan negara yang berkaitan dengan
persenjataan yang dimiliki tentara dan kepolisian (Pasal 53).

3. Bidang keamanan dalam negeri mengatur urysan administrasi yang berkaitan
dengan s:abilitas keamanan dalam negeri dengan kepolisian sebagai unsur

utama dalam menjaga keamanan (pasal 54).

3 An-Nabhani, Sisgenr ... 187
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4. Bidang industri mengatur segala urusan yang berkaitan dengan seluruh
teknologi- perindustriannya termasuk kepemilikan umum dan individu dan
dalam negara Khilafah, seluruh pabrik industri yang dibangun atas dasar
strategi pe~ang (pasal 55).

Angkzstan Bersenjata merupakan sebuah pilar yang menopang kekuatan
negara. Khalifah merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Latthan
perang dan wajib militer diharuskan bagi segenap warga negara yang telah
mencapai usia 15 tahun. Dalam angkatan Bersenjata terdiri dari dua pasukan yaitu
pasukan infi dan pasukan cadangan. Pasukan inti adalah para prajurit tetap
(reguler) yang dibayar oleh nepara dan pasukan cadangan adalah pasukan setiap
orang Mushim yang memiliki kemampuan mengangkat senjata untuk berperang.

Al Qadla adalah badan peradilan yang memutuskan setiap perkara dan
bersifat mengskat dengan para hakimnya (gad/i) dipilih oleh khalifah. Tugas a/-
Qadla adalah :

. Menyelesaikan -segala perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat

khusunya urusan muamalat dan uqubat dan qadlinya disebut gad/i biasa.

)

Mencegak hal-hal yang dapat merugikan di antara jama'ah dan qadlinya
disebut gadli muhtasib.

Mengatasi perselisthan antara Khalifah dengan rakyat antar pejabat dan

(U8

qacinya disebut gadli madzalim (pasel 66 & 68). < - i

Al-Wilat (Pimpinan Daerah Tingkat I) adalali gubernur (wali) pembantu

Khalifah untek mengatur urusan-urusan rakyat ditingkat wilayah atau Propinsi
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vang menjadi daerah kekuasaan Khalifah. Wali memiliki kewenangan dalam
menjalankan tugasnya yaitu berhak mengawasi seluruh aktivitas administresi
didaerah kekuasaannya, kecuali untuk urusan keuangan, peradilan dan angkatan
bersenjata. Dalam tingkat operasional, kepolisian berada di bawah kekuasaan
wali. Kewaiban wali untuk memberikan laporan kepada Khalifah dalam
melaksanakan tugasnya bersifat temporal dan kondisonal.

Jihazul Idary (Aparat Administrasi) adalah sebuah institusi setingkat
departemen, jawatan atau unit yang bertugas untuk memberikan layanan
administrasi.

Majelis Ummat adalah lembaga perwak_ilan rakyat dalam rangka
menyuarakan aspirasi rakyat. Anggota majelis ummat dipilih melalui pemilihan
umum terdirt baik -laki-laki maupun perempuan, Muslim dan non Muslim yarg
telah mencapai akil baligh. Keanggotaan non Muslim adalah bersifat pasif artinya
hanya sekeda menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman Khalifah atau
pejabat negara lainnya, tapi tidak memiliki hak memilih (pasal 26). Lembaga imi
memiliki kewenangan dan tugas untuk: |
1. Mewaki1 umat untuk memberikan koreksi dan kontrol terhadap kinerja

Khalifah.

19

Memberken masukan dan pertimbangan kepada Khalifah dalam menjalankan
tugasnya.
3. Tempat Khalifah meminta saran dan masukan tentang urusan-urusan kaum

muslimin.
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Dalam_pengambilan_ keputusan, maielis. ummat mengeunakan, musyawarah
mufakat. Perdapat dan pemikiran majelis ummat yang terkait dengan masalah-
masalah tasyri’, bersifat tidak mengikat (pasal 104). Pendapat majelis Ummat

mengikat Khalifah hanya dalam perkara-perkara yang bersifat praktis.

. STRATEGI DAKWAH ISLAM HIZBUT TAHRIR DALAM
MENEGAKKAN KH[L;\F:\II ISLAMIYAH

Sejak Mustafa Kemal Attaturk yang dibantu oleh Inggris dan institusi
Yahudi menghancurkan negara Khilafah Islamiyah pada tanggal 3 Maret 1924,
umat Islam tidak pernah lagi menikmati hari-hari bahagia. Hizt;ut Tahrir menyeru
pada perjuangan yang paling mulia, yaitu perjuangan untuk menegakkan kembali
Khilafah Islamiyah. Metoda yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban
dakwah (telah ditetapkan) berupa hukum-hukum syara' yang diambil dari
tharigah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Untuk menegakkan Daulah
Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir memiliki strategi Dakwah berupa tiga tahapan
yaitu:

Pertama, Marhala Tatsqif yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan untuk
melahirkan irdividu-individu yang meyakini fikrah dan metode Hizbut Tahrir
guna m=2mbentuk kerangka gerakan, masa imi dilakukan pada saat awal berdinnya

[lizbut Tahrir tahun 1952 oleh pendirinya Syaikh Tagiyuddin an-Nabhani.™

* Hizbut Tahrir , Mengenal ...... 32-33.
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Periode ini  merupakan periode sosialisasi dan rekrutmen kader, Hizbut Tahrir
menyebarkan visi dan misi serta tujuan perjuangan kepada publik. Bagi mereka
yang menerima/setuju dengan gagasanr Hizbut Tahrir, maka akan dilakukan
pembinaan-pembinaan khusus melalui halagah-halagah sehingga akhimya akan
tertanam fikrah dan tharigah [lizbut Tahrir dan mau berjuang bersama-sama,
konsentrasi pada pertode awal lebih banyak diarahkan kepada memperbanyak
pengikut, pembinaan individu sesuai dengan tsaqafah Hizbut Tahrir dan
membangun format gerakan.

Kedua, Marhalat Tafa'ul vyaitu berinteraksi dengan masyarakat dan
mendorong mereka untuk mengemban (dakwah) Islam, membentuk kesadaran
dan opini usmun atas ide-ide dan hukwm-hukum I[slam yang telah ditetapkan
Hizb, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk
berusaha diwmjudkan dalam realita kehidupan.

Kalau oada tahap pertama, dakwah Hizbut Tahrir lebih bersifat individu
dalam lingkun kecil, maka pada tahapan ini lebih bersifat umum dan kolektif.
Pada saat itu Hizb nielakukan aktivitas-aktivitas berikut:

a.) ITsaqafah Murakkazah, melalui halagah-halagah yang diadakan untuk
individu (pengikut [lizb) dalam rangka membangun kerangka Ilizb,
memperbanyak pendukung serta melahirkan kepnbadian Islam di kalangan
para pengikut dan anggota Hizb hingga merekz; mampu mengemban dakwak,
mengarung: medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan

politik.
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Tsagafah. Jami'iyyah, yang disampaikan kepada umat Islam secara umum,
berupa ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah diadopsi oleh Hizb. Ini
dilakukar melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, atau di balai-

balai pe-temuan, gedung-gedung dJan tempat-tempat umum, juga melalui

' media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran untuk mewujudkan

d)

e.)

kesadaramw wmat secara umum sekaligus berinteraksi dengan umat.

Shira’ al-Fikri {pergolakan pemikiran), untuk menentang
kepercayaan/ideologi, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur. Menentang
segala bentuk aqidah yang rusak, pemikiran yang keliru, persepsi yang salah
dan sesat dengan cara mehgungkapkan kepalsuan, kekeliruan dan
pertentangannya dengan Islam. Juga membersibkan umat dari segala bentuk
pengaruh'dan implikasinya.

Kifah as-Siyasi (perjuangan politik) dengan melakukan perlawanan dan
penentangan terhadap negara Barat yang melakukan penjajahan terhadap
negara-negara Islam. disamping terhadap negara non Islam, Hizbut Tahuir
juga melakukan kritik dan protes terhadap penguasa di negara-negara Islam
yang me akukan kedzaliman dan -enindasan terhadap umat Islam. Hizbut
Tahrir juga memberikan saran, nasehat dan solusi kepada pemerintah nega-a
Islam tentang persoalan-persoalan sosial politk yang dihadapinya  sesuai
dengan syari'at Islam.

Mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai

dengan hukum-hukum syara. [izb telah melaksanakan seluruh aktivitas itu
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dengan mengikuti jejak Rsulullah SAW setelah turunnya firman, Allah dalam
 surat al-Hijr ayat- 94 ;>
oS 2 e 2ol s a5 g Al
Maka  sampaikanlah  olehmu  secara  terang-terangan scgala apa  yang
diperintahkan (kepadamu), dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
(0S. al-Hijr: 94)>

Ketiga, Marhalah Istilamul Hukmi yaitu tahap pengambil alih kekuasaan
dan penerapan Islam secara total dan menyebarkan risalah Islam ini ke seluruh
dunia dengah dakwah dan jihad.” Tahapan ketiga ini akan terjadi dengan
sendirinya jika di tahap pertama tadi terlaksana. Karena masalah Khilafah bukan
hanya masalah Hizbut Tahrir, tapi sudah menjadi kebutuhan seluruh umat Islam
di dunia.

Proses perebutan kekuasaan akan terjadi ketika umat Islam sudah
menyadari akan pentingnya Khilafah dalam kehidupan politiknya dan ini tidak
harus membutuhkan kesepakatan selurch wmnat Islam yang ada. Oleh sebab itu
sebuah gerakan politik Islam berskala internasional akan terjadi dengan
sendirmya ketika wmat Islam yang ada dan beberapa negara sudah menyada:i
akan pentingnya kekhilafahan.

Banyak pihak yang merasa pesimis dengan gagasan ini karena mustahil
akan dicapai kata sepakat mengingat pluralisme dalam politik umat Islam sendiri.

Menurut  Hizbut Tahrir tidaklah harus menunggu kesepakatan umat secara

** Hizbut Tahrir, Strarcgi Dakwah Hizbur Tahrir, (3ogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2001), 61-63.
* Al-Qur'an, 16:94
S Ibid.. 57.



keseluruhan, akan tetapi cukup bisa diwakili oleh sebagian umat yang memiliki

kesadaran kebutuhan akan pentingnya kekhilafahan dan dari sanalah sebuah

proses perubahan terjadi.”

*Hal ini misalnya terjadi di bcberapa negara di mana untuk menggulingkan rezim yang korus
tidak harus menunggu kesepakatan semuanya, tetapi cukup sebagian saja khususnya kalangan terdidik

memiliki kesadaran seperti tumbangnya rczim Syah Pahlevi di Iran, Tumbangnya rczim Socharto di
Indonesia



BAB IV
APLIKASI KONSEP KHILLAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR
DAN STRATEGI DAKWAII ISLAMNYA

A. Konsep Khiiafah Menurut Hizbut Tahrir

Menurut Hizbut Tahrir bahwasanya hukum dalam mengangkat Khalifah
(pemimpin) adalah wajib. Hizbut Tahrir meruyjuk pada beberapa dalil Al-Qur'an
maupun hadis Nabi serta beberapa pendapat ulama'. Urgens: akan wajibnva
Khilafah baii( berdasarakan nash-nash syar'i maupun berdasarkan akal, akan
perlunya ketératuran dan untuk menghindarkan perselisihan di masyarakat
menimbulkan pertanyaan utopis yakni ketika sebuah komunitas ideal yang terdmri
dari mmuusia-manusia jujur. Masihkah diperlukan adanya pemimpin-pemimpin
politik (Khilafah) ? Ketika sebuah perselisihan bisa dihindarkan karera
masyarakat sudah  memiliki kesadaran diri untuk tidak melakukan kejahatam,
masihkah kebutuhan imamah dibutuhkan ? Kecuali ketika komunitas Islam sudah
terpecak-belah dan dalam kondisi konflik (anarkhis), maka seluruh kepemimpinan
(dalam pengertiannya yang luas, termasuk pula Khilafah) adalah kepemimpinan
menurul kenyataan de facto Khalifah dibutuhkan, dan bukan berdasarkan haknya
de jure. Hanya jika suatu komuniatas sudah bersaty, akan mampu bersepakat

memilih seoramg Imam, dan Imam itu menjadi sah.'

' Mehdi Muzaffas, Kekuasaan Dalam Islam, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1994), h.32.
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Hizbut (Tahrin;-berpendapat . bahwa; ;pengangkatan; jiseerang . -imam
(pemimpin) adalah - wajib, karena menghendaki terciptanya suatu pemerintahan
[slam yang melaksanakan hukum-hukum Islam (Tuhan), maké diperlukan seoramg
khalifah. Oleh karenanya suatu masyarakat itu akan tercipta suasana adil, makm.r
dan tenteram jika didalamnya terdapat seorang Khalifah yang bertugas
menjalankan  hukum-hukum  Tuhan  dengan baik' dan benar. Ini mcrupakan
manfaat diiegakkan khilafah di muka burri.

Hizbut Tahrir sekarang telah berkembang di lebih dari 40 negara,
termasuk Indonesia. Di sejumlah negara, seperti di Timur Tengah dan Asa
Tengah, juga di sebagian negara Eropa, mengalami hambatan yang luar biasa:
cksistensinya dilarang, anggotanya dtangkap sebagiannya dipenjara bahkan
dibunuh. Ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi hanya beilaku bia
menguntungkan sekulerisme. Tapi Hizbat Tahrir tidak akan gentar, Insya Allah,
Hizbut Tahrir akan terus berjuang demi tegaknya kembali ‘izzul Islam wal
Muslimin melalui syari'at dan Khilafah. Pilihan kita hidup mulia atau mati
syahid.?

Konsép Hizbut Tahrir tentang Khilafah menekankan pemegang
kedaulatan teringgi dalam negara yakni Allah SWT selaku pembuat hukum
svara’ dan  konsep kekuasaan tertinggi adalah ditangan umat melalui

pengangkatan Khalifah yang telah dibai'at. Jadi fungsi dan peran Khalifah adalah

* Muhammad Ismai! Yusanto (Jubir HTI), "Metode Menegakkan Khilafah" h.96 dalam a/-Wa'ie
No.43(Edisi khusus)&h.IV/1-31 Maret/2004.
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uitiik. vinelak sanakaiv . ulnskan-hukanp  vAllahc i dalanib. kehidupand cbérbangsac idan
bernegara.

Konsep ini memiliki kesamaan dengan .konsep negara teokrasi yang
sama-sama menekankan tentang kedawatan tertinggi ditangan Allah SWT akan
tetapi ada beberapa perbedaan antara negara teokrasi dengan negara Khilafah.

Pertama,  legitimasi  dalam  menjalankan  kekuasaan,  Khilafah
mendapatkan legitimasi melalui bai’at pengangkatan dan bai'at ketaatan oleh
nmat k=pada Khalifah. Khalifah bukanlah wakil Allah, tetapi wakil ummat dalam
menjalenkan  kekuasaannya baik secara keseluruhan atau melalui perwakilan.
Dalam negara teokrasi, legitimasi kepela negara langsung dari Tuhan. Rakyat
dipaksa untuk mengakui dan menerimenya tanpa ada kontrak dan kesepakatan,
maka akan susah bagi rakyat melakukan koreksi dan kontrol sehingga menjadi
monarki absolug dan mengarah kepada, tiran.

Kedua, karena mereka mengklaim sebagai wakil Tuhan, maka mereka
1n¢mbuat hukum-hukum  sendiri  untak melaksanakan roda kekuasaannya,
sedangkan dalam negara Khilafah, fumgsi dan peran Khalifah adalah untuk
melaksanakan hukum-hukum Tuhan, bukan membuatnya. Fungsi Khalifah
sebagai legislasi adalah untuk merumuskan petunjuk teknis sehingga hukum-
hukum Tuhan bisa lebih operasional dalam mengatur kehidupan sosial politik
umat. Kalau terjadi pluralitas dalam pemahaman hukum Islam, maka Khalifah
diberikan kewenangan untuk memilih satu dari sekian aliran hukum yang ada dan

dijadikan hukum resmi negara. Kewenangan untuk memilih (zabanni) ini bisa jadi
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hasil,ijtthad: sendiri jatau, berdasarkan, para, wlama’-mujtahid -yangiada di kalangan
ummat.

Ketiga, dalam negara teokrasi, raja adalah orang yang tidak bisa berbuat
salah. Segala. apa yang diperintahkan raja adalah hukum yang harus dilaksanakan
(right or wrong my couniry). Faktor lain adalah karena tidak ada kesepakatan
bersama tentamg mekanisme bagaimana mengatur negara dan klaim raja sebagai
wakil Tuhan, menyebabkan posisi tawar rakyat menjadi lemah dihadapan raja.
Sementara itt. dalam negara Khilafah, <halifah tidaklah ma’sh:m bahkan rakyat
wajib untuk tidak taat apabila Khalifah memerintahkan kepada sesuatu yarg
bertentangan dengan hukum-hukum Allah*

Pemikiran Hizbut Tahrir tentarg prinsip i:)emerintahan negara Khilafah
yaitu kedaulatan tertinggi ada ditangan Allah dan kekuasaan ada ditangan ummat
menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan mutlak baik itu
eksekutif (Khaifah), kalangan Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai representasi aspirasi
mayoritas' ummat maupun lembaga oeradilan yang berwenang memutuskan

hukum, semuanya harus tunduk kepada aturan-aturan Allah dalam kebijakan

* Dalam sejarah hal yang pertama kali diucapkan oleh empat Khulafa'ur Rasyidin setelah mereka
dibai'at umat adalah perlunya sebuah kontrol dan koreksi oleh rakyat terhadap penguasa dalam
menjalankan pemerintahannya. Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara. (Jakarta : Ul Press, 1993),
28-29.

* Bahkan menurut Din Syamsuddin mengutip dari Rasyid Ridha, representasi aspirasi mayoritas
yang dilembagakan . dalam ahlul halli wal aqdi menunjukkan bahwa kedaulatan umat telah
didelegasikan oleh sebab itu ahlul halli wal aqdi harus benar-benar memfungsikan diri sebagai wak’l
yang bisa dipercaya, bukan hanya sekedar utusan. Din Syamsuddin, "Refleksi Atas Pemikiran Dan
Praktik Politik Islam" a/~Jama'ah, 39 (Januari-Juni, 2001), 166.
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negara itermasukd ikekuasaan clepislash. yang adimilkakd. Khalifahd harug . timdule idan
hanya untuk mrelaksanakan hukum-hukun Allah.

Mesk fungsi Khalifah hanyalah sebagai pelaksana hukum-hukum Allah,
bukan untuk membuat huktim baru, akan tetapi pada saat-saat tertentu dengan
dipandu semrangat hukum-hukum dan prinsip tersebut di atas, Khalifah dapat
mengubah atau menangguhkan hukum tersebut atau membuat Undang-Undang

1 sekunder yang menunjuk badan penasehat terlebih dahulu dan melakukan
konsultasi sebelum menetapkan perundang-undangan sekunder tersebut.”

Prinsip kedaulatan ada ditangan Allah memberikan pengertian bahwa
tidak seorang pun, bahkan seluruh penduduk negara secara keseluruhan, tidak
dapat menggugat kedaulatan. Hanya “uhan yang berdaulat, manusia hanyalah
subyek semua makhluk hidup baik secara individu maupun kolektif tidak
memiliki _hak penguasaan atas dirinya secara mutlak. Prinsip, kedauy'atan ada
ditangan Allel memberikan kekuasaan bahwa Allah yang merupakan pemberi
dan pembuat hukum prinsip tersebut berarti tidak seorangpun — meski Rasul
sekalipun - dibert hak dan kewenangan untuk membuat Undang-Undarg
sekehendak hatinya dan tidak seorangpun bebas mengikatkan diri untuk taat dan

patuh kepada peraturan-peraturan lain selzin yang sudah ditentukan oleh Allah.°

*Hakim Javid Igbal, "Konsep Negara Islam" calam Masalah-Masalah Teori Politik Islam, ed.

Ahmad Mumtaz, Penerjemah: Ena Hadi, (Bandung : Mizan, 1994), 62.
 Abul A'la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam. Penerjemah: Asep Hikmat,

(Bandung : Mizan, 1995), 158.
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Meskipundemikian. dalam; sejasah -perkembangannya; jprinsip . kedaulatan
ada dirangan Allah yang berarti politik ketuhanan dengan univérsalismenya dalam
negara Khalifah ‘sen'ngkali mengalami kontradiksi dengan politik kemanusiaan
yang bersifat parsial dan lokalistik. Sejarah politik Islam sejak jaman Khulafa'ur
Rasyidin hingga terakhir masa Daulah Khilafah Utsmaniyah membuktikan. Hak
dan otoritas Khalifah sebagai pembawa misi-suci politik ketuhanan ternyata —
dalam beberapa hal menimbulkan kekuasaan yang cenderung destruktif dan korup
sehingga murcullah banyak konflik dan peperangan, sementara politik ketuhanan
justru mencoba menghilangkan itu semua.’

Perspektif Hizbut Tahrir tentang politik sebagai aktivitas yang menguris
dan mengatur segala persoalan umat (¥iayatus syu'uni al-ummat) meniscayakan
bahwa tugas dan péran Khalbifah sebagai kepala agama® sekaligus kepala negara
dan keduanya diorientasikan untuk ma2mberikan pelayanan demi terwujudnya
kesejahteraan ummat, bahkan menurut Abdul Wahhab Khalaf inilah tujuan
tertinggi dari politik Islam yakni meregakkan sendi-sendi agama dan politik

dunia serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.” Begitu besar tugas dan tanggung

" Sebagian khalifah pada masa Abbasiyah karena adanya legitimasi teologis ini, menyebabkan

terjebak pada monarkhi absolut. Dampak lain terjadinya sakralisasi kekuasaan (negara) dan timbulnya
patron clien antara yang berkuasa dan yang dikuasai sehingga munculnya peluang nepotisme. Din
Syamsudin, Refleksi Atas ... 162-163, juga Dale E. Eickelman, James Piscaton, FEkspresi Politik
Muslim, (Bandung : Mizan, [998), 43.

$Kepala agama yang dimaksud adalah untuk memberikan keputusan-keputusan terhadap masalah

agama baik berdasar ijtihad pribadi maupun para ahli mujtahid lainnya. Bahkan menurut ai-Mawardi
peran Khalifah sebagai pengganti kenabian adalah untuk menjaga tegaknya nilai-nilai agama di dunia,
bukan untuk menerima wahyu, Imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah. Penerjemah: Fadli Bahri,
(Jakarta : Darul Falah, 2000), 1.

? Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), 42.
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Jawabyyang c harus i dipikul -elehdkepalannegara, i sehingga- dalamiinegara s Khilafah
semua persoelan dan kebutuhan rakyat menjadi tanggungan negara mulai masalah
ekonomi (kesejahteraan sosial), pendidikan, keamanan, perdamaian, dan
keadilaa."

Konsep bai'ar  yang dianggap sebagai mekanisme Islami dalam
pengangkatan Khalifah sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat dalam
memilih  Khalifah pengganti Nabi, menunjukkan bahwa sifat kekuasaan dalam
Islam sclain berdasar legitimasi Tuhan, juga harus memiliki legitimasi ummat
karena tanpa bai'ar suatu kepemimpinan tidaklah sah. Bui'ar memiliki makna
adanya sebuah kontrak antara yang berkuasa dan yang dikuasai.

Mekanisme bai'ar dalam pemilihan Khalifah memiliki kesamaan dengan
teor1 kontrak sosial J.J. Rousseau dalam negara modem. Menurut Rousssau awal
berdirinya sebuah negara adalah hasil dari sebuah perjanjian sosial antara
individu-individu yang menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan
kepada suatu kekuasaan bersama yang kemudian disebut negara. Hanya saja yang
membedakan adalah spirit yang muncul dalam bai'ar adalah implementasi
hukum-qukum  Allah  dan  kontrol rakyat agar penguasa menjalankan

kekuasaannya sesuai dengan aturan-aturan Illahi. Sedangkan dalam kontrak sosial

""Menurut Thomas Aquinas, karena kekuasaan itu berasal dari Tuhan, maka ia harus digunakan
sebaik-baiknys untuk melayani rakyat demi kebaikan dan kesejahteraan bersama, tidak boleh untuk
kepentingan pribadi. Di samping kemakmuran, perdamaian, keamanan dan keadilan yang bersifat fisik,
tugas penguasa adalan harus bisa memberikan kebahagiaan abadi dalam arti hidup setelah mati dan ini
merupakan bagian tugas agama karenanya bersifat sakral. Ahmad Suhaemi, Pemikiran Politik Barat:
Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara. Masyarakat dan Kekuasaan. (Jakarta : Darul Falah,
1999), 77-78.
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adalah,ikesepakatan,, (individug dengan ,sindividuioilainistanpas adan keterlibatan
kekuasaan Tuhan didalamnya, bahkan teori kontrak sosial merupakan antitesa
terhadap kedaulatan Tuhan, sebaliknya bai'ar merupakan aplikasi dari kedaulatan
Tuhan."

Tentang bentuk negara kesatuan, Hizbut Tahrir memilih model negara
kesatuan dengan sistem terpusat (sentralisasi) dalam kebijakan politik dan
terdesentralisasi dalam pengelolaan administrasi. Hizbut Tahrir beralasan dengan
hadis yang melarahg berbaiat pada dua Khalifah pada saat yang sama bahkan kita
disuruh membunuhnya dan menolak negara federal karena itu hanya akan
mengurangi loyalitas kepada Khalifah selaku Kepala Pusat Pemerintahan dengan
konsep pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi yang digagas oleh
Montesquie dengan trias politica yaitu antara legislatif, eksekutif dan yudikatif."
Akan tetapi berbeda dengan konsep Montesquie, pembagian kekuasaan dalam
sistem Khilafah memberikan porsi dan kewenangan yang cukup besar terhadap
Khalifa1."" Dalam sistem Khilafah, fungsi legislatif menjadi satu dengan fungsi
eksekutif Khalifah' yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah dan mengadopsi
sistem/pranate  hukum lainnya untuk dijadikan hukum posiﬁf negara baik atas

dasar ij thad pribadi maupun para ahli mujtahid dinegerinya.

"Ibid. 195.

2 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (DREL), Easiklopedi Isiam, vol 3 (Jakarta : PT Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1993), 52.

¥ Dalam RUU Negara Khilafah pasal 35 tentang kewenangan Khilafah dan Tidak ada batas wak-u
bagi jabatan Klulafah (pasal 38). Bahkan meski ada majelis ummat sebagai representasi aspirasi
rakyat, tetapi pendapzt majelis ummat tidak mengikat Khalifah (pasal 107 point | a dan 1 b).
Taqiyuddin an-Nabhani, Peraturan Hidup Dalam Islam, (Bogor : Pustaka Thanqul Izzah, 2003), 129
&158-159.
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Pemix ran Hizbut Tahrir yang menjadikan persoalan Khalifah sebagai imti
dari  selurua  persoalan  problematika umat Islam tampaknya terlalu
menyederhanakan  permasalahan umat yang lain  seperti  pendidikan,
kesejal teraan, keterbelakangan, sosial dan lainnya. Persepsi Hizbut Tahrir yang
menganggap bahWa gerakan Islam yang mengurus masalah yang tidak termasmk
skala prioritas, menurut penulis adalah kurang tepat. Penulis khawatir apabila
seluruh energi umat Islam hanya dihabiskan untuk mengurus satu persoalan yakni
Khilafah dengan mengabaikan masalah-masalah sosial, pendidikan, ekonomi dan
lainnya hanya akan memperparah problem ummat Islam.

Harus ada sebuah sinergisitas di kalangan gerakan I[slam antara mereka
yang terjun di dunia politik dengan gerekan umat lain yang memperhatikan dalan
masalah—masalah ekonomi. pendidikan, dan sosial. Disinilah perlunya ada titik
temu di antara gerakan Islam baik yan3 bergerak secara struktural seperti partai
politik, Birokrasi Pemerintah maupun gerakan-gerakan kultural (non struktural).
Karena semua model gerakan tersebut akan menuju satu titikk yang sama yakni
zzul [slam wal Muslimin.

Pandangan Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa faktor masuknya aliran
kalam dan filsafat dalam Islam pada abad ke 2 Hijriah kiwsusnya pada masa
Daulah Abbasiyah khususnya Khalifah al-Ma'mun telah mengakibatkan kerangka
berpikir umat (fikrah) tidak sesuai dengan Islam sehingga berakibat kepada salch
dalam memahami dan menerapkan ajaran dan  umat menjadi terbelakang.

Menurut penalis perlu dikritisi secara lebih cermat bahkan justru bertentangan
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dengan realitas sejarah. Hal_ini_ dikarenakan kemajuan umat Islam. dalam bidang
sains dan teknologi masa Daulah Abbasiyah justru terjadi pada saat aliran kalam
dan filsafat mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga banyak sekali
tokoh-tokoh Islgm dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus juga
seorang filusuf seperti Ibnu Sina, al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Rusyd, al-Khawarizmi
dan lainnya. Disisi lain, ketcndemngan dominan Hizbut Tahrir yang selalu
mengecepankan logika dalam melihat sebuah persoalan, justru memiliki
kesamaan pandang dengan Mu'tazilah, bahkan sebagian umat menuduh Hizbut
Tahrir sebagai aliran neo Mu'tazilah sebuah paham rasionalis dalam sejarah aliran
kalam di dunia Islam pada sekitar abad 2-3 Hijriah."

Demixan juga dengan penolakan Hizbut Tahrir terhadap sejarah untuk
dijadiken seodagai rujukan/sumber delam menetapkan hukum Islam, perlu
dicermeti ulang. Memang ada beberapa sejarahwan yang menulis tentang Islam
dan ummat slam secara kurang obyektif, akan tetapi menafikan sama sekali
sejarah merudakan kemustahilan. Pada sisi lain juga menimbulkan kontradiksi
dengan pandamgan Hizbut Tahrir karena apa yang selama ini Hizbut Tabrir
mengamggap - sebagai ajaran dan doktrin Islam, termasuk tentang masalah
Khilafah dan mekanismenya dengan mengacu kepada masa Khulafa'ar-Rasyidin

Juga merupakan hasil sejarah sebagai sebuah proses pemahaman para sahabat

" Kritkan al-Albani bahwa Hizbut Tahrir menjadikan akal suatu keistimewaan yang bukan
semestinya, bahkan menurut al-Albani, Hizbut Tahrir juga menolak hadis ahad untuk dijadikan hujjzh
dalam masalah aqidah, tapi hanya sebatas masalah hukum. Al-Muhammad Nashiruddin Albani, Hizbut
Tahrir: Mu'tazilah Gaya Baru. Penerjemah: Ahmad Khodim al-Hanan, (Malang : Cahaya Tauh.d
Press, 1998), 17&23.
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terhadap . teks ajaran  Islam . yang berinteraksi  dengan. budaya . lokal .sehingga
menghasilkan suatu ijtihad sebagaimana yang kita ketahui.

Pada sisi lain, ketertutup:in Hizbut Tahrir dalam pengorganisasian
menyebabkan sebagian umat merasa "curiga" terhadap gagasan pemikiran yang
sebenarnya diperjuangkan Hizbut Tahrir? Apakah benar pemikiran tersebut
merupakan pemikiran kelembagaan (Hizbut Tahrr) atau hanya sekedar pemikiran
tokoh-tokohnya? Karena penulis sendii merasa kesulitan kctika mencari data
tentang cita-cita, visi dan misi, program dan pemikiran politik Hizbut Tahrir deri
sumber data asli seperti AD/ART keputusan politik resmi partai yang diterbitkan
Hizbut Tahrir, melainkan lebih banyak kepada pemikiran tokoh-tokohnya seperti
Taqgiyuddin an-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum, sehingga yang menjadi
pertanyaan apakah yang selama ini kita ketahui tentang Hizbut Tahrir termasuk
pemikiran kelembagaan ataukah pemikira1 perorangan ?

Menurut penulis, kerangka berpikir Hizbut Tahrir dalam memahami Islam
lebih bersifat literalis dan tekstual, menolak pemahaman kontekstual. Hizbut
Tahrir nencoba menghadirkan wajah Islam seperti masa Nabi dan sahabat pada
konteks sekarang dengan menafikan segala perkembangan dan perubahan situasi
eksternal yang terjadi. Hizbut Tahrir menolak pandangan bahwa sebuah hukum
berkenang sesuai dengan faktor yang melatarbelakanginya sebagaimana qaidah

3 ; 5 W 3
figh "al-Hukmu yadurru ma'a al-illah wwuudan wa ‘adaman”.” Hal demikian

5 Miftahul Asifin, A. Faisha! Haq. Ushul Figh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum  Islam,
(Surabaya: Citra Medea, 1997), 294.
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akan berakibat Islam menjadi stagnan dan kehilangan semangat universalismenya,
sehingga dimensi [slam sesuai dengan waktu dan tempat menjadi dipertanyakan.
Menurt penulis, spirit yang harus dipelihara dalam memahami Islam lebih
kepada prinsip moral universal, tidak kepada forma, karena segala ijtihad yang
dilakukan olen para ulama' termasuk para sahabat sekalipun tidak lepas dari

faktor sosial, politik dan kondisi geografis yang melingkupinya.

. Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir.

Tiga tahapan strategi dalam mewujudkan tegaknya Khalifah yakni
melalui tahap pembinaan dan pengkade-an (Marhalah Tatsqif), tahap berinteraksi
dengan umat (Marhalah Tafa'ul) untuk melakukan sosialisasi dan pembangunan
opini amat :sehinggé sesuai dengan fikrah Islamiyah dan terakhir tahapan
perebutan kclmasaan (Marhalah ~ 'stilam  Al-Hukmi). ~Menurut penulis
mengharuskan Hizbut Tahrir harus memiliki sebuah perencanaan (master plan)
vang sistematis sehingga bisa diketahu keberhasilan target selama sekian tahun
sejak perumusannya untuk melakukan evaluasi dan mengkaji ulang terhadap
strategi tersebumt. |

Tidak ada penjelasan khusus dari strategi Hizbut Tahrir dan tahapan
berinteraksi dengan umat (Marhalah Tafa'ul) menuju ke tahapan perebuten
kekuasaan (Istilam Al-Hukmi) secara lebih detil. Termasuk juga kapan sebuah

Khilafah bisa ditegakkan dan berapa prasyarat untuk negara Khilafah dan Hizbut
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Tahmr juga -tidak ;memiliki. blue print, untuk membentuk; negara Khilafah vang bisa
dijadikan pedoman standar oleh negara I[slam lainnya.

Di tengah pluralisme pemikiram dan aliran figh maupun kalam, menurut
penulis ada sebuah kekhawatiran akam munculnya kekuatan otoriter yang akan
memaksa seluruh negara Islam untuk bergabung dalam sistem Khilafah karena
memang dakam sistem Khilafah tidak dikenal sistem multi partai, yang ada
hanyalah partai tunggal.

Dari ketiga strategi tersebut, Hizbut Tahrir tidak memberikan deskripsi
dgn elaborasi yang lebih detil tentang strategi perebutan kekuasaan (Istilam Al-
Hukmi) sehingga menimbulkan kecurigaan apakah melalui kudeta, revolusi atau
peperaagan secara terbuka. Pola gerakan Hizbut Tahrir yang cenderung tertutip
dalam pengarganisasiannya menyebabkan pihak lain tidak bisa mengenal secara
lebih mendelam tentang Hizbut Tahrir karena menurut penulis apa yang
diperjuangkan Hizbut Tahrir pada akhirnya berimplikasi terhadap kehidupan umat
Islam. Di sisi lain pola gerakan tertutup akan menyebabkan Hizbut Tahrir terjebak
pada eksklusiﬁsme.

Sikab Hizbut Tahrir yang memusuhi kepada semua negara-negara Barat
(baca: non Muslim) terkadang memburat Hizbut Tahrir menjadi tidak obyekzif
dalam melihat persoalan. Yang muncul adalah generalisasn: apologi terhadap
apapun yang datang dari Barat. Padaha menurut Allah, kebaikan itu tidak terkaiu
dengan masalah Timur dan Barat karena semuanya berasal dari Allah (QS.2:

127).
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dar. desknpst di atas, maka ada beberapa kesunpuian dan konsep

Khilafal: Islamiyah dan strategi dakwali islam menurut Hizbut Tahrir untuk

menegakkan Khilafah Islamiyah yakni:

1.

Prinsip dasar dalam pemerintahan [slam adalah kedaulatan tertinggi ditangan
Allah dan kekuasaan ditangan ummai melalu sistem bai'at vaitu bai'at in‘iqad
(pengangkatan Khalifah oleh ahlul fulli wal agdi sebagai representasi aspirasi
mayoritas masvarakat) dan hai'af thi'ar (pernvataan loyalitas rakyat terhadap
Khalifah). Sistem pemerintahan delam Islam adalah Khilafah dan wajib
hukumnya menegakkan Khilafah. Bentuk negara Khilafah adalah kesatuan
dan menolak sisteni federasi karena akan menyebabkan timbulnya loyalitas
ganda.

Dalam -angka mewujudkan tujuan menegakkan Khilafah, Hizbut Tahrir
memiliki tiga tahapan. Pertama, tahap pembinaan dan kaderisasi. Kedua,
tahap interaksi dengan ummat dalam rangka mensosialisasikan fikrah Islam
dan thariqah Islam sehingga wumat akan memiliki persepsi tentang fikrah dan
tharigah Islam dengan benar. Dan ketiga. Tahap perebutan kekuasaan (istflarr.
al-hukmi) ketika dirasa umat Islam sudah memiliki kesamaan visi dan

persepsi akan urgensitas Khilafah Islamiyah.
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B. Saran-Saran

Setelah melakukan analisa terhadap konsep Khilafah Islamiyah dan

strategi dakwah I[slam menurut Hizbut Tahrir, ada beberapa hal yang perlu

dijadikan saran :

1.

Tidak melakukan generalisasi bersifat apologi terhadap segala sesuatu yang
berasal dari Barat (non Mushim), sehingga bisa lebih obyektif dalam melihat
sebuah persoalan.

Hendaknva Hizbut Tahrir juga melakukan sinergisitas gerakan politiknya
dengan kelompok-kelompok dakwah non politik (gerakan kultural), sehingga
aken diperoleh kesamaan visi dan persepsi tentang ke arah mana dan
bagaimana masa depan umat Islan baik dari sistem politik, pendidikan,
ekonomi, dan kesejahteraan sosialnya pasca Khilafah [slamiyah terbentuk.
Sebagaimana, maksud diciptakannya manusia . dimuka bumi yang menurut
bahasa Al-Qur'an adalah Khalifah fil ardhi. maka seyogianya barang siapa di
percaya oleh Allah SWT untuk mengemban amanat yvang berupa kekuasaan
harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Para pemegang kekuasaan
hendaklal. menjadikan keadilan dan kejujuran sebagai pijakan dalam
mejalankan pemerintah jika kedua prinsip itu dilanggar sudah dapat
dipastikan kehancuranlah vang akan didapatkan. Dan apabila kedua hal
tersebut dengan konsisten dilaksanakan maka cita-cita pemerintahan [slam

vang didasarkan pada syari‘at akan dapat diwujudkan.
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4 .. Terkait dengan, strategi dakwahnva. maka Hizbut Tahrir perlu melakukan
gerakan struktural dengan terlibat dalam sistem politk formal, sehingza
pemikiran dan gagasan Hizbut Tahrir akan dapat tersalurkan. Di sisi lain
keterlibatan Hizbut Tahrir dalam sebuah sistem polittk formal akan
memberikan pengalaman bagaimana mengatur sebuah negara dengan segala
kompleksitas problematikanya. Hal ini seperti pernah dialami oleh partai
politik Masyumi yang pernah memegang kekuasaan meski tidak terlalu lama
dibandingkan dengan Jama'ah Islamnya Abul A'la al Maududi Pakistan yamg

ticak pernah terlibat dalam kekuasaan.
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